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Pada hari ini Kamis tanggal enam Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, kami yang

bertandatangan dibawah ini

1. Dr. Dra. Sujinah, M.Pd . Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah
Surabaya, bertindak atas nama Rektor
Universitas Muhammadiyah Surabaya yang
selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut
sebagai PIHAK PERTAMA

2. Dr. Asri Wijayanti, M.H : Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya,
dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan

ketua pelaksana penelitian tahun anggaran 2020
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Perjanjian  penugasan im berdasarkan pada amandemen kedua amandemen kontrak

penelitian nomor : 010/SP2H/AMD/LT/MULTL/L7/2020

Perubahan Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau
stabilitas sistem keuangan;

2. Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19);

(]

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Keputusan Presiden Nemor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
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FARULTAS AGAMA ISLAM | FAKULTAS KEGURUAN DAN [LMU PENDIDIGAN | FAXULTAS TEKNIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | FAKULTAS HUKUM | FAKLLTAS ILMU KESEHATAN
FAKULTAS PSIKOLOGI | FAKULTAS KEDOKTERAN | PROGRAM PASCASARJANA

ADDRESS CONTACT




10.

11,

12.

13.

14.

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Keschatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional,
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19),

teri Keuangan No SE 6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokast
Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 4
tahun 2020 tentang Tatacara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan
negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah virus corona (COVID-19),
Keputusan Kepala Badan Nasiona! Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun
2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit
Akibat Virus Corona di Indonesia;

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun
2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia,

Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor B/196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30
April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020.

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset Dan
Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi
Nasional Republik Indonesia Nomor 26/E1/KPT/2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset Dan
Pengembangan Nomor 10/E1/Kpt/2020 Tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Di
Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020



Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap
implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga, kondisi ini

didukung oleh berbagai regulasi sebagaimana tersebut diatas,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

menyebabkan terjadinya refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 di
seluruh Kementerian/Lembaga.

bahwa sebagai tindaklanjut refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tahun
2020 Menteri Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat Nomor B
196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran
Tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh rektor perguruan tinggi dan Kepala
Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi.

. bahwa Sebagai bentuk dukungan dari berbagai regulasi sebagaimana tersebut di

atas maka Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan perlu melakukan
refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020, termasuk kegiatan
penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari anggaran Biaya
Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);

bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 9 ayat (1) Kontrak Penelitian Nomor
010/SP2H/LT/MULTI/L7/2019 dinyatakan bahwa PARA PIHAK dibebaskan
dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi
kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan
oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat
digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure);

bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor
010/SP2H/LT/MULTY/L7/2019 dinyatakan bahwa Penstiwa atau kejadian yang
dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian
ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade,
peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan
pemerintah dalam bidang e¢konomi dan moneter yang secara nyata

berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.



Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk melakukan amandemen Kontrak
Penelitian Nomor 010/SP2H/LT/MULTI/L7/2019.

Pasal 1
Beberapa  ketentuan  dalam  pasal-pasal  Kontrak  Penelitan  Nomor
010/SP2H/LT/MULTI/L7/2019 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
menerima tugas tersebut untuk melaksanakan hibah skema Penelitian Dasartahun 2020
dengan judul “Model Advokasi Serikat Pekerja Dalam Sengketa Hubungan

Industrial Berbasis Kebenaran Formal di Indonesia”.

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan
keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban
menyerahkan semua bukti-bukti pengetuaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam
bendel  laporan  yang  tersusun  secara  sistematis kepada PIHAK
PERTAMA.

Pasal 3

(1) PIBHAK PERTAMAmenyalurkan dana untuk kegiatan penelitian sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 sebesar Rp 295.330.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga
ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA.

(2) Dana hibah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dibayarkan oleh
PIHAK PERTAMAkepada PIHAK KEDUAdengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pembayaran tahap pertama 100% sebesar Rp 295.330.000 (dua ratus sembilan
puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini
ditandatangani oleh kedua belah pihak.

b. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan
hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite
Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer KeluaranPenelitian.

¢. PIHAK KEDUA wajib melakukan pengunggahan dokumen ke laman
SIMIITABMAS serta menyerahkan salinan dalam bentuk hardcopy kepada
PIHAK PERTAMA sebagai arsip, keduanya dilaksanakan paling lambat tanggal
10 Desember 2020. Adapun dokumen yang dimaksud sebagai berikut:



1. Revisi proposal penelitian

Catatan harian pelaksanaan penelitian

Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang

oW

telah ditetapkan
5. Laporan akhir penelitian

d. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan
dengan ketentuan apabila revisi proposal penclitian telah diunggah oleh PIHAK
KEDUA ke laman SIMLITABMAS.

e. PIHAK KEDUA wajib menyimpan hardcopy dokumen yang dimaksud dalam ayat
2 huruf ¢ sebagai arsip pribadi.

f PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut
pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran
sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

g. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan
ke Kas Negara

Pasal 4
Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dibayarkan kepada PIHAK
KEDUA melalui transfer rekening yang diajukan dan atas nama PIHAK KEDUA,

Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil dan luaran
program hibah penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan/atau publikasi ilmiah
sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
(2) Perolehan hasil sebagaimana di maksud pada pasal 5 ayat (1) dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 6
(1) Biaya luaran tambahan (jika ada) akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada
bulan Oktober setiap tahun.
(2) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid olch PIHAK PERTAMA
sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah
diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 7



adap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah
Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Pasal 8

(1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2020, maka PIHAK

Perubahan terh

KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satuan
aggota tim kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Apabila PTHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada penggant:
ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka PIHAK KEDUA harus
mengembalikan dana kepada PIHAK PERTAMA vang selanjutnya disetor ke Kas
Negara.

(3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA,

Pasal 9

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah
Penelitian, PTHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan/atau belum/tidak
mengirim dokumen, maka akan tetap ditagih oleh penyedia anggaran sesuai dengan
Jenis pelanggaran dan/atau diwajibkan mengembalikan dana ke kas negara.

(2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) disetorkan ke Kas
Negara dengan foto copy bukti setoran yang telah divalidasi oleh KPPN setempat dan
diserahkan kepada penyedia anggaran melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
(1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah Penelitian Produk Terapan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah
Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak
sesual dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut
dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah
Tahun 2020 yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor
ke Kas Negara.
(2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada PIHAK
PERTAMA,
Pasal 11



v MSR AK PERTAMA

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN
dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke kantor
pelayanan pajak setempat sebagai berikut:
1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:

a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak

memiliki NPWP.
b. Untuk golongan I'V sebesar 15%,; dan

3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Hak atas kekayaan intelektual vang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah
Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat vang dibeli dan kegiatan
ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat
melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan perjanjian tni akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan
mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mutakat
maka penyelesaian dilakukan melalu proses hukum.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14
Perjanjian penugasan pada amandemen kedua amandemen kontrak penelitian ini dibuat

rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

NID .0002066901




Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung BPPT Il Lantai 19, JI. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat

RISTEK-BRIN http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/

PROTEKSI ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN
Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun
kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

LAPORAN AKHIR PENELITIAN MULTI TAHUN

ID Proposal: 2fe8e674-ff87-4612-8d29-d19ad0ef3a53
Laporan Akhir Penelitian: tahun ke-2 dari 2 tahun

1. IDENTITAS PENELITIAN
A. JUDUL PENELITIAN

Model Advokasi Serikat Pekerja Dalam Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kebenaran Formal di
Indonesia

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN /
Bidang - Rumpun
Tema Topik (jika ada .
Unggulan Perguruan pik i ) Bidang limu
Tinggi
Sosial Humaniora, Budaya Qalam . upaya mencegah dan
. Pembangunan | menangani akibat dari kekerasan,
Seni Budaya, . .
- I dan radikalisme, kekerasan berbasis gender, .
Pendidikan Penelitian . . . . Humaniora
penguatan anak, etnisitas, agama, dan identitas lainnya,
Lapangan Dalam )
. sosial budaya |serta dalam upaya mengembangkan
Negeri (Menengah) . .
kesejahteraan dan keunggulan prestasi
C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN
K i (K itif
ategon( ompetitt Strata (Dasar/ SBK (Dasar, Lama
Nasional/ Skema Target .
S . Terapan/ Terapan, . Penelitian
Desentralisasi/ Penelitian Pengembangan) | Pengembangan) Akhir TKT (Tahun)
Penugasan) 9 9 9 9
Penelltlan.Kompetltlf Penelitian SBK Riset Dasar | SBK Riset Dasar 5 5
Nasional Dasar
2. IDENTITAS PENGUSUL
Nama, Peran .Per.gurua}n , Program Studi/ Bidang Tugas ID Sinta H-Index
Tinggi/ Institusi Bagian
ASRI WIJAYANTI Universitas
Muhammadiyah llmu Hukum 158913 1
Ketua Pengusul Surabaya
Membantu
membuat model
S
SUHARTONO _ J
SH Universitas 17 Sengketa
o Agustus 1945 llmu Hukum Hubungan 6006523 0
Anggota Surabaya Industrl.al
Pengusul 1 Berbasis
9 Kebenaran
Formal di
Indonesia




3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan
penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra Nama Mitra

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN
Luaran Wajib

Status target capaian (
. Keterangan (url dan nama
Tahun . accepted, published, terdaftar ; .

Jenis Luaran jurnal, penerbit, url paten,

Luaran atau granted, atau status R
. keterangan sejenis lainnya)

lainnya)
2 Buku Hasil Penelitian sudah terbit ber ISBN

Luaran Tambahan

Status target capaian (accepted,
published, terdaftar atau granted,
atau status lainnya)

Keterangan (url dan nama jurnal,
penerbit, url paten, keterangan
sejenis lainnya)

Tahun

Jenis Luaran
Luaran

Keikutsertaan
2 dalam Seminar
Internasional

Humanities and Social Sciences

sudah dilaksanakan Conferences in Kuala Lumpur

2 Hak Cipta granted -

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan
maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi
12.

Total RAB 2 Tahun Rp. 295,330,000
Tahun 1 Total Rp. 0

Tahun 2 Total Rp. 295,330,000

Jenis Pembelanjaan Item Satuan Vol. Biaya Total
Satuan

Analisis Data HR Sekretaria/Administrasi | g 1 300,000 300,000

Peneliti
. P
Analisis Data HR Pengolah Data . 1 1,540,000 | 1,540,000
(penelitian)

Analisis Data Uang Harian OH 48 200,000 [ 9,600,000

Analisis Data Honorarium narasumber oJ 70 900,000 | 63,000,000

Bahan ATK Paket 2 4,000,000 | 8,000,000

Bahan Bahan Penelitian (Habis Unit 3 | 1,650,000 4,950,000
Pakai)

Pelaporan, Luaran

Wajib, dan Luaran Biaya seminar internasional Paket 1 10,000,000 | 10,000,000

Tambahan

Pelaporan, Luaran L .

Waijib, dan Luaran Publikasi artikel di Jurnal Paket 1 | 22,400,000 | 22,400,000
Internasional

Tambahan

Pelaporan, Luaran Luaran Kl (paten, hak cipta Paket 1 2,000,000 | 2,000,000




. . Bi
Jenis Pembelanjaan Item Satuan Vol. laya Total
Satuan

Wajib, dan Luaran din

Tambahan

Pelaporan, Luaran Biaya penyusunan buku

Waijib, dan Luaran ya peny Paket 1 | 15,000,000 | 15,000,000
termasuk book chapter

Tambahan

Pelaporan, Luaran HR Sekretariat/Administrasi

Wajib, dan Luaran . OB 2 300,000 600,000
Peneliti

Tambahan

Pelaporan, Luaran Uang harian rapat di luar

Waijib, dan Luaran g P OH 15 400,000 | 6,000,000
kantor

Tambahan

Pelaporan, Luaran . .

Waijib, dan Luaran Uang harian rapat di dalam |, 172 | 200,000 | 34,400,000
kantor

Tambahan

Pengumpulan Data FGD persiapan penelitian Paket 2 12,000,000 | 24,000,000

Pengumpulan Data Tiket OK (kali) 6 4,000,000 | 24,000,000

Pengumpulan Data Uang Harian OH 6 400,000 | 2,400,000

Pengumpulan Data HR Sekretaria/Administrasi | 7 300,000 | 2,100,000
Peneliti

Pengumpulan Data Penginapan OH 9 600,000 | 5,400,000

Pengumpulan Data Transport OK (kali) 20 200,000 | 4,000,000

Pengumpulan Data HR Pembantu Lapangan OH 25 80,000 | 2,000,000

Pengumpulan Data Biaya konsumsi OH 36 60,000 | 2,160,000

Pengumpulan Data Uang harian rapat di dalam | | 172 | 200,000 | 34,400,000
kantor

Pengumpulan Data HR Petugas Survei OH/OR 210 8,000 | 1,680,000

Pengumpulan Data HR Pembantu Peneliti (ON] 336 25,000 [ 8,400,000

Sewa Peralatan Ruang penunjang penelitian Unit 1 3,000,000 | 3,000,000

Sewa Peralatan Transport penelitian OK (kali) 20 200,000 | 4,000,000

6. HASIL PENELITIAN

A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran
yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

Problem dalam penelitian ini adalah adanya ketidak mampuan serikat pekerja dalam
menyelesaikan sengketa hukum industrial yang mengakibatkan hilangnya hak. Tidak dapat
there selesainya sengketa hubungan industrial dapat mengakibatkan hal yang menimbulkan
kerugian masing masing pihak masyarakat atau negara. Misalnya terjadinya unjuk rasa,
demonstrasi, mogok, pencemaran nama baik, pengrusakan barang milik perusahaan,
barang milik orang lain, loc out sampai hilangnya nyawa. Dampak negatif ini akan dapat
mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan kerja keamanan serta mengganggu stabilitas
nasional. Problem ini diantaranya akan dapat diatasi melalui pemberian advokasi kepada
serikat pekerja dalam menghadapi sengketa hubungan industrial berbasis kebenaran formal
di Indonesia yang tepat akan dapat menjadi alternatif solusi untuk mencapai keadilan sosial



bagi pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi sengketa hubungan
industrial beserta solusi pemecahannya dan menyusun model advokasi serikat pekerja
dalam sengketa hubungan industrial berbasis kebenaran formal di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan Eksplorasi yang dilakukan kepada subyek hukum dalam hubungan industrial.
Subyek hukum itu adalah pemberi kerja pekerja serikat pekerja pemerintah dan masyarakat.
Penelitian ini dilaksanakan di tujuh provinsi (Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera
Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur. Survey
dilakukan melalui survei lapangan atau melalui virtual baik secara individual atau melalui
FGD. Selanjutnya dilakukan review atas hasil penelitian. Luaran yang telah dicapai meliputi
buku hasil penelitian yang berjudul "Sengketa Hubungan Industrial, Kini dan Akan Datang"
ISBN No. 978-602-417-307-4 , tersusunnya model Advokasi sengketa hubungan industrial
yang bijak dalam bentuk poster (dalam proses perolehan HKI) serta artikel hasil penelitian
yang dipublikasikan pada seminar internasional " dan dituangkan dalam proseding
internasional yang terindeks (dalam proses terbit). TKT penelitian ini adalah 2, yaitu data
awal hipotesis dan prosedur lit bang telah di eksplorasi. Hasil penelitian yang pertama
adalah diperoleh informasi mengenai sengketa hubungan industrial beserta solusi
pemecahannya di tujuh provinsi. Kebenaran formal belum menjadi dasar dari setiap solusi
pemecahan sengketa hubungan industrial. Ditemukan penggunaan kebenaran non formal
atau materil dengan memanfaatkan kearifan lokal yang berada di wilayah tujuh provinsi
sebagai dasar untuk pemecahan sengketa industrial yang terjadi. Penggunaan budaya
bangsa Indonesia yang bersumber pada kearifan lokal dan kak Idah sosial maupun kaidah
agama menjadi dasar setiap bukti upaya penyelesaian dalam sengketa hubungan industrial
yang terjadi di tujuh provinsi. Terlebih di masa Pandemi Covid-19, terjadi modifikasi
penggunaan bukti formal yang berasal dari adanya kesepakatan di antara para pihak
mungkin dapat di bawah ketentuan minimum dari pada aturan perundang undangan
ketenagakerjaan. Penggunaan Asas ius contra legem dalam kasus yang muncul di masa
Pandemi covid-19, banyak terjadi di masyarakat yang berupa adanya perjanjian bersama
terkait solusi penyelesaian sengketa hubungan industrial yang di bawah ketentuan
perundang undangan yang di daftarkan di PHI setempat. Hasil penelitian yang kedua adalah
tersusunnya model advokasi serikat pekerja dalam sengketa Hubungan Indutrial berbasis
kebenaran formal yang berjudul tentang "model Advokasi sengketa hubungan Industrial yang
bijak"

B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

sengketa_hubungan_industrial; serikat_pekerja; kebenaran_formal

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman
namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di
setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai
sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan
atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan
penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan
sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.




Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai
tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

1. Hasil Penelitian

Penelitian terhadap Model Advokasi Serikat Pekerja dalam sengketa hubungan
industrial berbasis kebenaran formal di Indonesia, telah dilakukan dituju wilayah
provinsi di Indonesia (Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta ,Nusa
Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur). Penelitian dilakukan
secara eksplorasi dengan menggabungkan survei lapangan dan survei yang dilakukan
secara online/virtual.

Survey lapangan di Provinsi Sumatera Utara

Letak geografis Provinsi memiliki luas daratan 72.981,23 km?, berada di bagian
barat Indonesia, dengan letak astronomis berada pada garis 1°-4° lintang utara dan 98°
- 100° bujur timur. Batas Provinsi Sumatera Utara bagian utara berbatasan dengan
Provinsi Aceh, bagian timur berbatasan dengan Selat Malaka, Negara Malaysia, bagian
barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan bagian selatan berbatasan dengan
Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Utara terbagi dalam 25 Kabupaten dan
8 Kota, yaitu Kabupaten Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Dairi, Karo, Deli
Serdang, Langkat, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, PakPak Bharat, Samosir,
Serdang Bedagai, Batubara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan,
Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Nias Barat. Sementara Kota terdiri atas 8 kota, yaitu
Sibolga, Tanjung Balai, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai,
Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli.

Survey lapangan di provinsi Sumatera Utara dilakukan pada tanggal 16-20 Februari
2020 menghasilkan informasi terkait sengketa hubungan industrial beserta solusinya.
Survei di wilayah provinsi Sumatra utara telah dilakukan pada 16 Februari sampai
dengan 20 Februari 2020. Dimulai dari pendataan yang dilakukan terhadap pekerja atau
serikat pekerja yang sedang berkumpul dalam satu pertemuan ilmiah di hotel
Grandhika diperoleh gambaran bahwa saat ini di wilayah Sumatera utara sedang terjadi
gejolak atas munculnya isu omnibus law. Sebenarnya tidak hanya ada di wilayah
Sumatera Utara seluruh wilayah Indonesia sedang menantikan apakah yang dinamakan
omnibus law itu dan apa saja yang diatur di dalamnya beragam informasi yang beredar
di masyarakat. Simpang Siur tentang omnibus law disebabkan karena kurang
terbukanya pemerintah maupun DPR dalam memberikan aspirasi publik atau
memberikan peluang adanya aspirasi publik pada saat proses pembentukan peraturan
perundang undangan ada kesan bahwa pemerintah tertutup untuk membakukan
pembahasan omnibus law.



Disetiap suatu peristiwa wajar apabila terjadi pro dan kontra atas suatu hal
tertentu demikian pula dengan omnibus law ini. Pandangan dari pihak yang pro
terhadap terbentuknya undang undang cipta lapangan kerja yang kemudian berubah
menjadi undang undang cipta kerja yang semula disingkat atau diplesetkan dengan
istilah undang undang cilaka lalu berkembang menjadi undang undang Cikar dan
sekarang menjadi UU tentang undang undang cipta kerja. Bagi pihak yang pro terhadap
adanya undang undang cipta kerja atau rancangan undang undang cipta kerja ini
menganggap bahwa undang undang cipta kerja merupakan suatu solusi yang terbaik
untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada di masyarakat terkait bidang
ketenagakerjaan.

Sebaliknya bagi pihak yang kontra terhadap adanya rancangan undang undang
cipta kerja, menganggap bahwa RU ini merupakan pesanan dari investor asing atau luar
negeri dan merugikan masyarakat. Apakah benar hal ini terjadi hal inilah yang
menjadikan dasar pembuatan tema seminar nasional yang berada di wilayah Sumatera
Utara pada 18 Februari 2020.

Tidak kalah pentingnya permasalahan yang ada di wilayah provinsi Sumatera
Utara adalah terkait dengan upah minimum baik upah minimum wilayah maupun upah
minimum Sektoral. Terhadap upah minimum wilayah yang terbagi atas upah minimum
provinsi dan upah minimum kota, permasalahan atau munculnya suatu gejolak yang
ada di masyarakat dapat dipastikan menjelang akhir tahun yaitu pada saat proses akan
ditetapkannya besaran upah minimum provinsi upah minimum kota kabupaten
maupun upah minimum Sektoral.

Sebenarnya kasus upah tidak terjadi di wilayah Sumatera Utara saja kasus upah
hampir seluruhnya terjadi di Indonesia. Terhadap kasus upah minimum Sektoral yang
menjadi momok bagi pengawas ketenagakerjaan ataupun pejabat yang ada di
lingkungan Disnakertrans karena sulitnya menetapkan upah minum Sektoral
berdasarkan sektor masing masing. Ada parameter yang rumit dalam melakukan
perhitungan untuk melakukan penetapan Upah minimum Sektoral tersebut. Belum
semua sektor memiliki asosiasi tertentu. Penetapan Upah minum Sektoral ditetapkan
berdasarkan sektor masing masing yang perinciannya didasarkan pada banyaknya digit
tertentu inilah yang membuat sulit petugas Disnaker dalam melakukan upaya mediasi

Atas dasar ketidak adanya asosiasi untuk sektor tertentu maka di dalam
masyarakat diambil suatu alternatif solusi yang dianggap baik dan bijak oleh masing
masing pihak melalui kesepakatan yang dibuat tentang besaran daripada upah
minimum Sektoral. Berdasar pada penetapan besaran upah minum Sektoral yang
disepakati oleh pekerja dan pengusaha maka sifat petugas Disnaker hanya
merekomendasikan kepada gubernur atas angka yang telah ditetapkan oleh para pihak.

Berdasarkan data yang ada dalam badan pusat statistik provinsi Sumatra utara
diketahui bahwa jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2020 sebanyak 7,3 5 juta
orang sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja juga turun sebesar 1,7% poin.
Pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2020 sebesar 6,91% atau sebanyak 508000
orang yang berarti meningkat 1,52% poin atau meningkat sebesar 109 ribu orang
dibandingkan dengan Agustus 2019. Jenis pekerjaan yang mengalami kenaikan adalah
sektor perdagangan sementara sektor yang lainnya mengalami ke penurunan terutama



jasa pendidikan industri pengolahan jasa perusahaan. Terdapat 4,079 juta orang yang
bekerja pada kegiatan Informal.

Survei lapangan yang dilakukan pada pulang Februari 2020 belum memasuki
masa Pandemi Covid- 19, sehingga perlu disempurnakan dengan mengkaji secara
online. Penelusuran melalui online dilakukan dengan melihat website dari badan pusat
statistik. Ada 1,23 juta orang terdampak covid- 19. Terdiri atas pengangguran karena
covid- 19 sejumlah 107 ribu orang, BAK karena covid- 19 sejumlah 39 ribu orang, tidak
bekerja karena covid- 19 sejumlah 64 ribu orang, dan penduduk pekerja yang mengalami
pengurangan jam kerja karena covid- 19 sejumlah 1,02 juta orang.

Tanahnya kualitas hukum acara perdata dalam beracara di pengadilan hubungan
industrial berpengaruh terhadap rendahnya kualitas gugatan posita peti Tum saksi
sehingga tidak ada keseimbangan alat bukti antar pengusaha dan pekerja dalam proses
beracara hal ini mengakibatkan gugatan bekerja lebih terkalahkan di pengadilan
hubungan industrial.

Upaya untuk memperkecil sengketa hubungan industrial dapat dilakukan
diantaranya melalui membuat atau merevisi aturan hukum yang harus benar
berdasarkan lapisan ilmu hukum dengan meletakkan Asas hukum sebagai dasar aturan
Pancasila menjadi dasar semua aturan hukum Indonesia lokal wis them memiliki peran
penting dalam upaya penyelesaian sebuah peta hubungan industrial harus digali dan di
rumuskan dalam hukum positif yaitu khusus hukum ketenagakerjaan. Merevisi aturan
yang telah ada yang menjadi sumber masalah yaitu tiga aturan dasar undang undang
ketenagakerjaan undang undang serikat pekerja revisi lebih ditekankan pada jumlah
dapat yang membentuk serikat pekerja hubungan hukum antar pengurus dan anggota
serikat pekerja serta Dwi keanggotaan serikat pekerja. Revisi terhadap undang undang
ketenagakerjaan dikembalikan pada perbedaan adanya hak dasar dan yang bukan
menjadi hak dasar siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan jaminan
perlindungan hak dasar tersebut negara kah atau pemberi kerja.

Undang undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial seharusnya lebih
menekankan pada paradigma Konsensus bukan model konflik sehingga alternatif solusi
model penyelesaian sengketa maupun industrial dengan menghidupkan LKS Tripartit
komunikasi dan keterbukaan antar sub hubungan industrial menjadi dasar pencegahan
atau penyelesaian sengketa hukum Yusril batasan pengertian hubungan Istria dalam
BPHI perlu dikaji ulang diperluas atau dipersempit begitu juga latihan terhadap
kompetensi absolut PHI.

Cara harus hadir dan memberikan perlindungan pekerja melalui fungsi negara
dan membuat aturan hukum mengawasi berlakunya aturan hukum dan menegakkan
aturan hukum melalui proses peradilan yang tepat bagaimana tugas negara untuk
meningkatkan keberhasilan nggak kerja membangun hukum perburuhan yang pijat di
mana sebagai memberikan lebih dari yang seharusnya hal ini bisa mendasarkan pada
prinsip yang ada dalam syariah.

Hubungan industrial harus Harmonis meskipun ada perbedaan pendapat dan
kepentingan antara pekerja dengan pengusaha hal inilah yang menyebabkan sumber
konflik. Di provinsi Sumatra utara kearifan lokal memiliki peran penting dalam upaya
penyelesaian perselisihan hubungan industrial contohnya di masyarakat Karu ada



Semburat anak baru yaitu suatu gagasan kearifan lokal untuk mengandung nilai moral
yang ber Kesinambungan. Ada peran demak dalam upaya sengketa.

Kasus yang terjadi di PHK Tanjungkarang sedikit gugatannya masyarakat tidak
suka untuk berselisih apakah itu merupakan suatu budaya hukum iya budaya hukum
masyarakat Batak yaitu menghindari perselisihan apabila masih satu Rumpun yaitu
adakah marga Rumpun nya sama antara pekerja dengan pengusaha disanalah.
Penyelesaian diarahkan kepada penyelesaian secara adat yaitu kearifan lokal. Perkara
yang masuk tipe hai Tanjungkarang adalah 356 kasus. Saya kan 330 dan 19 masih dalam
proses.

Sedikitnya jumlah perkara pihak yang kecil selain disebabkan karena kearifan
lokal juga disebabkan karena lokasi antara pihak di Medan dengan wilayah wilayah
kabupaten kota di Sumatera Utara terlalu jauh membutuhkan waktu dua hari sampai
tiga hari perjalanan hal inilah yang menyebabkan masyarakat enggan atau lebih baik
menyelesaikan secara musyawarah Tripartit atau meminta bantuan demang.

Di masa Pandemi hak pekerja tampak tidak dapat di berikan sesuai dengan
ketentuan yang ada di dalam undang undang ketenagakerjaan karena kondisi yang ada
di alami oleh hampir semua manusia pengusaha masyarakat yang ada di dunia ini.
Suwan usaha menyebabkan tidak dapat terpenuhinya hak pekerja minimal meskipun
hanya sampai sebatas upah minimum kepada pekerja. Pandemi covid ini telah
menghilangkan hak pekerja baik sebagian maupun seluruhnya. Ada yang hilang jam
kerjanya ada yang hilang hari kerjanya ada yang hilang Upahnya dipotong sebagian atau
seluruhnya ada yang dirumahkan dengan tidak mendapatkan upah ada yang di PHK
dan banyak juga yang mengalami sakit atau sampai dengan meninggal dunia.

Dalam praktiknya pengusaha yang tidak memiliki penghasilan akan melakukan
tindakan yaitu pengurangan pembayaran upah baik sebagian maupun seluruhnya atau
sampai dengan pemutusan hubungan kerja dengan tanpa memberikan haha bekerja
Pesangon penghargaan masa kerja dan uang jasa karena faktanya memang pengusaha
tidak memiliki penghasilan yang cukup bahkan banyak pengusaha atau perusahaan
yang tutup akibat dampak covid-19

Hasil dari seminar nasional dengan tema “Omnibuslaw Menjadi Alternatif Solusi

Memperkecil Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia”, tanggal 18 Februari 2020
adalah

o Rendahnya kualitas hukum acara perdata dalam beracara di PHI
berpengaruh terhadap Rendahnya kualitas gugatan, posita, petitum, saksi
sehingga Tidak ada keseimbangan alat bukti antara pengusaha dan pekerja
dalam proses beracara. Hal ini mengakibatkan gugatan pekerja lebih
terkalahkan di PHI. Selama tahun 2019 ada 60 kasus, terselesaikan 60 %.
Hal ini menunjukkan bahwa perlu peningkatan kualitas pengurus serikat
pekerja dalam melaksanakan hak berunding

o Upaya Memperkecil sengketa hubungan industrial dapat dilakukan
diantaranya melalui:

o Membuat atau merevisi aturan hukum harus benar berdasarkan

lapisan ilmu hukum yang meletakkan asas hukum sebagai dasar aturan.

Pancasila menjadi dasar semua aturan hukum di Indonesia. Local



wisdom memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian sengketa
hubungan industrial. Harus digali dan dirumuskan dalam hukum
positif hukum perburuhan.
o merevisi aturan yang telah ada yang menjadi sumber masalah.
e UU 21/2000 ( jumlah membentuk SP; hubungan hukum antara
pengurus dan anggota SP; pindah SP/ double keanggotaan.
o UU 13/2003 bedakan antara hak dasar dan yang bukan, siapa
yang bertanggung jawab, negara atau pemberi kerja
e UU 2/2004 lebih menekankan Paradigma konsensus (bukan
model konflik) sebagai alternatif solusi model penyelesaian
sengketa hub industrial dengan menghidupkan LKS Bipartid.
(contoh UM Kemampuan daerah UM berbeda). Komunikasi
dan keterbukaan antar subyek hubungan industrial menjadi
dasar pencegahan/penyelesaian sengketa hubungan industrial.
Batasan pengertian hubungan industrial dan pphi perlu dikaji
ulang, diperluas atau dipersempit. Kompetensi absolut PHI.

e Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan pekerja, melalui
fungsi negara dalam membuat aturan hukum, mengawasi berlakunya
aturan hukum dan menegakkan aturan hukum (melalui proses peradilan).
Bagaimana tugas negara untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

e Membangun hukum perburuhan yang bijak dimaknai sebagai memberikan
lebih dari yang seharusnya (ihsan)

Survey lapangan di Provinsi Jawa Barat

Letak geografis Provinsi memiliki luas daratan ,berada di bagian barat
Indonesia, dengan letak astronomis berada pada garis 5° LS -8°LS. Batas Provinsi bagian
utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta, bagian timur berbatasan
dengan Provinsi Jawa Tengah, bagian barat berbatasan denganProvinsi Banten , dan
bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Provinsi Jawa Barat terbagi
dalam 18 kabupaten dan 9 Kota, yaitu kabupaten Bandung Bandung Barat Bekasi
Bogor Ciamis Cianjur Cirebon Garut Indramayu Karawang Kuningan Majalengka
Pangandaran Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya, kota Bandung
Banjar Bekasi Bogor Cimahi Cirebon Depok Sukabumi dan Tasikmalaya.

Penduduk Provinsi ~ di tahun 2020 mencapai orang, yang terdiri atas. Laki-
laki. Dan perempuan. Jumlah angkatan kerja per Agustus 2020 sebanyak .Penduduk
bekerja sejumlah. Orang . Terdapat orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid-
a9 terdiri atas pengangguran karena Covid-19  orang. Bukan angkatan kerja karena
Covid-19 orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19  orang. Penduduk bekerja
yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 orang.

Survey lapangan di provinsi dilakukan pada tanggal 21 Februari 2020 menghasilkan
informasi terkait sengketa hubungan industrial beserta solusinya yang dikaitkan
dengan omnibuslaw, yaitu adanya masukan terkait perbaikan daman RUU Cipta kerja.

1. Undang-undang yang baik dapat diharapkan menjaji dasar untuk
menyelesaikan perselisihan / sengketa hubungan industrial.



. RUU Cipta kerja, bidang ketenagakerjaan berisi tentang perubahan beberapa
pasal dalam UU 13/2003 yang diyakini telah menjadi sumber dari sengketa
hubungan industrial.

Suatu UU diharapkan mampu memiliki daya keberlakuan 40-50 tahun
kedepan. Tentunya perumusan norma di dalam UU itu harus sesuai dengan
lapisan ilmu hukum secara kumulatif, baik dogmatik, teori dan filsafat. Untuk
itulah perlu naskah akdemis. Ada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.

. Bebarap topik yang mengalami perubahan adalah:

a. TKA (P 89 RUU) P42/1

e Merevisi frasa "wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga
kerja asing dari Pemerintah Pusat”, menjadi IZIN; Hal ini merubah isi
norma hukum dari larangan menjadi hanya terbatas pada perintah.
Menghilangkan fungsi Negara dalam menghilangkan perlindungan kepada
pekerja dalam negeri (non asing).

o Menyempurnakan syarat TKA menjadi norma Larangan yang disertai
adanya sanksi atas syarat kumulatif : KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN
NEGARA; PENDAMPING ALIH TEKHNOLOGI; BAHASA INDONESIA

o Penciptaan investasi baru harus diiringi dengan solusi pengangguran, tidak
menjadi syarat klausula G to G investasi

b. Hubungan kerja

o Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf ¢, pengusaha wajib memberikan
uang kompensasi kepada pekerja/buruh. ...OK

o Menyempurnakan penghapusan Pasal 64-65 UUK dengan memberikan
batasan tegas tentang jenis hak dasar pekerja berakibat hukum pada subyek
hukum yang bertanggung jawab yaitu Negara atau pemberi kerja

o Masih diperlukan batasan waktu PKWT

o di hapus OK seharusnya pengaturan hak dasar menjadi tanggung jawab
Negara. Ada pemisahan antara hak dasar mana yang menjadi tanggung
jawab negara atau pemberi kerja.

o Pelindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja
serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih
daya.

o Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan skema periode kerja

c. Upah

o Menyempurnakan norma "Gubernur menetapkan upah minimum berdasar
kesepakatan pekerja dan pengusaha" perlu di kaji ulang terkesan
menghilangkan peran Negara dalam memberikan perlindungan pekerja.
Perlu tetap menghadirkan pihak ketiga utk obyektivitas (Dewan
pengupahan, BPS, akademisi dll)



sebagai jaring pengaman , Bagaimana peran Dewan Pengupahan, BPS ....
Kesepakatan murni

Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (2)
dan Pasal 88E ayat (1) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil

Mengkaji ulang hilangnya "Pengingkaran no work no pay, kearifan lokal
kita."

Upah minimum, tetap ada dewan pengupahan dg batasan ruang dan waktu
= wilayah kewenangan, berapa kali tugas.

Tugas dewan pengupahan. Parameter jelas. Berdasar modal kerja misalnya.

d. PHK

-perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur); atau
h. perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.

Kaitannya dengan pesangn, jaminan pensiun.
Dibebankan pada tidak satu majikan. Semua majikan harus menabung untuk
pekerjanya.

Pasal 154A (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a.
perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau
pemisahan perusahaan; b. perusahaan melakukan efisiensi; c. perusahaan
tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 (dua) tahun; d. perusahaan tutup yang disebabkan
karena keadaan memaksa (force majeur). e. perusahaan dalam keadaan
penundaan kewajiban pembayaran utang; f. perusahaan dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan niaga; g. perusahaan melakukan
perbuatan yang merugikan pekerja/buruh; h. pekerja/buruh
mengundurkan diri atas kemauan sendiri; i. pekerja/buruh mangkir selama
5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara
tertulis; j. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama; k. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib; 1. pekerja/buruh
mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan
tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua
belas) bulan; m. pekerja/buruh memasuki wusia pensiun; atau n.
pekerja/buruh meninggal dunia.

Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan
harian, upah sebulan sama dengan 30 (tiga puluh) kali penghasilan sehari.
(sebelumnya 25 hari)

Ketentuan Pasal 158 dihapus. 49. Ketentuan Pasal 159 dihapus. 50. Ketentuan Pasal
160 diubah sehingga

e. Sanksi



Perlu penempatan sanksi yang tepat atas adanya pelanggaran dari norma
perintah/larangannya.n

Perlu memetakan jenis norma terkait ruang lingkup bidang hukumnya
(Perdata, pidana atau administrasi)

Ketepatan penempatan sanksi atas suatu pelanggaran.

Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 8o, Pasal 82, Pasal 88A
ayat (2), Pasal 88F ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 160 ayat
(4), dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah)

Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai kesepakatan atau sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengusaha dilarang membayar upah lebih
rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 88C ayat (2) ... UM Prov
dan Pasal 88E ayat (1). ... Untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memberikan
perlindungan kepada pekerja/buruh industri padat karya, pada industri padat karya
ditetapkan upah minimum tersendiri.

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1) dikenai sanksi
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenai sanksi pidana kurungan paling
singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2), Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 148, dikenai sanksi pidana denda paling
sedikit Rps5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 25, Pasal
35 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), - -Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45
ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 61A, Pasal 63 ayat (1), Pasal 87, Pasal 106,
Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160
ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

f. Jaminan Sosial

Jenis program jaminan sosial meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan
kecelakaan kerja; c. jaminan hari tua; d. jaminan pensiun; e. jaminan
kematian; f. jaminan kehilangan pekerjaan.



o Pasal 46B (1) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. (2) Jaminan kehilangan
pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan
yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. (3) Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara pemberian jaminan kehilangan pekerjaan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

o Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah setiap orang yang telah
membayar iuran. Bagaimana jika pengusaha lalai tidak membayar, maka
layanan tidak dapat diberikan. Fungsi negara?... Sanksi pidana

o Pasal 46D (1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa pelatihan dan
sertifikasi, uang tunai serta fasilitasi penempatan.

g. Sweetener harus di iringi oleh data yang benar agara sasarannya tepat.

+ Pasal 92 (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemberi kerja
berdasarkan Undang-Undang ini memberikan penghargaan lainnya kepada
pekerja/buruh. (2) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan ketentuan: a. pekerja/buruh yang memiliki masa kerja
kurang dari 3 (tiga) tahun, sebesar 1 (satu) kali upah; b. pekerja/buruh yang
memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam)
tahun, sebesar 2 (dua) kali upah; c. pekerja/buruh yang memiliki masa kerja
6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, sebesar 3
(tiga) kali upah; d. pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 9 (sembilan)
tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, sebesar 4 (empat)
kali upah; atau e. pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 (dua belas)
tahun atau lebih, sebesar 5 (lima) kali upah. (3) Pemberian penghargaan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
mulai berlaku.

Survey lapangan di Provinsi Jawa Timur

Indonesia, dengan letak astronomis berada pada garis 6° LS -9°LS. Batas Provinsi
bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa dan pulau Kalimantan, bagian timur
berbatasan dengan Provinsi Selat Lombok (NTB), bagian barat berbatasan dengan
Provinsi Jawa Tengah , dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
Provinsi terbagi dalam 29 kabupaten dan 9 Kota, yaitu kabupaten Bangkalan
Banyuwangi Blitar Bojonegoro Bondowoso Gresik Jember Jombang Kediri Lamongan
Lumajang Madiun Magetan Malang Mojokerto Nganjuk Ngawi Pacitan Pamekasan
Pasuruan Ponorogo Probolinggo Sampang Sidoarjo situ bodoh Sumenep Trenggalek
Tuban Tulungagung dan kota Batu Blitar Kediri Madiun Malang Mojokerto Pasuruan
Probolinggo dan Surabaya.



Survey lapangan di provinsi Jawa Timur dilakukan pada tanggal 4-5 Maret 2020
melaui Seminar Nasional dengan tema “Eksistensi fungsi pemerintah dalam
pencegahan sengketa bonuss Ria dan perlindungan anak” menghasilkan informasi
terkait sengketa hubungan industrial beserta solusinya, yaitu

- Kebijakan pemerintah dalam pencegahan sengketa hubungan industrial, belum
dapat diimplementasikan secara optimal.

- Di masyarakat, kontrak kerja yang bijak sebagai sarana pencegahan sengketa
hubungan industrial.

- Diperlukan revisi aturan terkait kewenangan pemerintah dalam mencegah
sengketa hubungan industrial serta sentralisasi kewenangan ketenagakerjaan
sebagai sarana pencegahan sengketa hubungan industrial

- Framework pengaturan outsourcing sebagai sarana pencegahan sengketa
hubungan industrial, termasuk perlindungan hukum pekerja anak outsourcing.

- Diperlukan penegakan atas jaminan perlindungan anak dalam hubungan
industrial. Politik hukum ketenagakerjaan dalam perlindungan anak.
Perlindungan hukum terhadap anak pada situasi perang dalam konflik suriah
menurut hukum humaniter. Fungsi keluarga dalam upaya perlindungan anak.
Perlindungan pekerja anak dalam teori dan praktik

Sengketa hubungan industrial yang terjadi di hotel Narita adalah terkait dengan
kondisi Pandemi Covid- 19. Hotel tidak menerima tamu dalam beberapa bulan sehingga
tidak ada penerimaan yang dapat diberikan kepada pekerja meskipun bekerja sudah
memiliki masa kerja yang lama.

Pengusaha membayar kan upah pekerja di bawah upah yang biasanya ia terima
meski jumlahnya tetap masih di atas upah minimum kabupaten Tulungagung dari 200
bekerja di hotel Narita terdapat 107 pekerja yang tanpa menutup kekurangan Upahnya
sedangkan hingga saat ini tersisa tujuh orang yang menolak untuk dipekerjakan
Kembali dan menuntut untuk mendapatkan Pesangon sebesar dua kali ketentuan
undang undang 13/2003.

Tindakan pengusaha untuk merumahkan pekerja dengan tidak mendapatkan upah
tetapi mendapatkan bantuan berupa sembako adalah sesuai dengan ketentuan SE
Menaker RI No M/3/HK.04/1l1/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan
kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
Pengusaha tetap memberikan tunjangan hari Raya pada semua pekerja di hotel Narita
yang mau bekerja Kembali setelah Narita dibuka Kembali pada 1 Agustus 2020
Hasil survey ke Tulungagung pada tangagl 15-16 Agustus 2020, diperoleh data yaitu

Hasil survey ke pasuruan pada tanggal 26-27 Agustus 2020, yaitu

- Tidak cukupnya bukti formal dalam kasus pelanggaran pembayaran upah di
bawah upah minimum di PT Tirta Maju Abadi, karena ada sepakat lisan mau
dibayar upah di bawah UMK untuk driver - helper.

- Substansi Pasal 37 ayat (4) Peraturan Darah Kabupaten Pasuruan Nomor 22
Tahun 2012 yang mewajibkan pengusaha untuk menaikkan upah minimum
pekerja/buruh yang sudah menikah atau berkeluarga dan/atau sudah memiliki
masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih sekurang-kurangnya 5% (lima persen) lebih
besar dari upah minimum kabupaten yang berlaku, tidak dapat diterapakan lagi



pada kasus di PT Jatim Autocomp Indonesia dan PUK SPAMK FSPMI PT PT
Jatim Autocomp Indonesia (JAI) karena bertentangan dengan ketentuan
PERMENAKERTRANS No KEP.1/MEN/2017 jo. Pasal 14 ayat (5) PP 78 Tahun
2015 jo. Pasal 124 ayat (2) dan (3) UU 13 Tahun 2003 sesuai dengan asas lex
superior derogat legi inferiori dan asas lex posterior derogat legi priori .

- Pasal 14 ayat (5) PP 78 Tahun 2015 jo. Pasal 124 ayat (2) dan (3) UU 13 Tahun
2003 sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori dan asas lex posterior
derogat legi priori .

-  Membuka hutan rakyat oleh karang taruna warga desa dengan
mengoptimalkan lingkungan (SDA) dapat menciptakan lapangan kerja, dan
penghasilan warga setempat. di Kabupaten Pasuruan. di desa wisata pintu
langit atau jendela langit. Hal ini dapat mencegah terjadinya sengketa
hubungan industrial. Pendidikan pengurus serikat pekerja untuk
meningkatkan kualitas Pemahamannya kepada undang undang atau hukum
ketenagakerjaan sebagai alternatif mencegah sengketa hubungan industrial di
KSBI.

- Di masa Pandemi hak pekerja tampak tidak dapat di berikan sesuai dengan
ketentuan yang ada di dalam undang undang ketenagakerjaan karena kondisi
yang ada di alami oleh hampir semua manusia pengusaha masyarakat yang ada
di dunia ini. Suwan usaha menyebabkan tidak dapat terpenuhinya hak pekerja
minimal meskipun hanya sampai sebatas upah minimum kepada pekerja.
Pandemi covid ini telah menghilangkan hak pekerja baik sebagian maupun
seluruhnya. Ada yang hilang jam kerjanya ada yang hilang hari kerjanya ada
yang hilang Upahnya dipotong sebagian atau seluruhnya ada yang dirumahkan
dengan tidak mendapatkan upah ada yang di PHK dan banyak juga yang
mengalami sakit atau sampai dengan meninggal dunia.

- Dalam praktiknya pengusaha yang tidak memiliki penghasilan akan melakukan
tindakan vyaitu pengurangan pembayaran upah baik sebagian maupun
seluruhnya atau sampai dengan pemutusan hubungan kerja dengan tanpa
memberikan haha bekerja Pesangon penghargaan masa kerja dan uang jasa
karena faktanya memang pengusaha tidak memiliki penghasilan yang cukup
bahkan banyak pengusaha atau perusahaan yang tutup akibat dampak covid-

19.

Survey lapangan di Provinsi DKI Jakarta

Letak geografis Provinsi memiliki luas daratan , dengan letak astronomis
berada pada garis 6° lintang selatan dan 7° lintang selatan. Batas DXKI jakarta bagian
utara berbatasan dengan Laut Jawa , bagian timur berbatasan dengan Kabupaten dan
Kota Bekasi, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten - Kota Tangerang , dan bagian
selatan berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. DKIjakarta terbagi dalam 1kabupaten
dan 5 Kota administrasi, yaitu kabupaten empat minis Trasi Kepulauan Seribu kota
administrasi Jakarta Barat Jakarta pusat Jakarta Selatan Jakarta Timur dan Jakarta utara.

Survey lapangan di DKI jakarta  dilakukan pada konfederasi serikat pekerja
industrialall yang beranggotakan 1.107.013 anggota, dengan rincian sebaagi berikut:



No Nama Total Anggota Jumlah PUK Jumlah Konfederasi
Federasi PKB

1 FSPMI 222,438 1147 275 KSPI

2 FSP KEP 138,495 369 295 KSPI

3 FARKES 18,374 82 67 KSPI

4 ISI 8,350 1 6 KSPI

5 SPN 261,565 593 239 KSPI

6 LOMENIK 109,909 225 37 KSBSI

7 FPE 25,672 269 29 KSBSI

8 GARTEKS 57,761 202 18 KSBSI

9 KIKES 69,861 148 12 KSBSI

10 CEMWU 177,531 431 245 KSPSI
(KEP SPSI)

1 FSP2KI 17,057 29 13 KPBI

Total 1,107,013 3,506 1236 4
Konfederasi

Dipilihnya industrialall karena merupakan konfederasi yang beranggotakan
serikat pekerja dari beberapa negara dan melakukan pelatihan kepada pengurus serikat
pekerja dalam upaya melaksanakan hak berundingnya. Salah satu pelatihan yang
terpenting adalah pelatihan yang bertujuan memahami laporan keuangan perusahaan,
sebagai upaya untuk mencegah terjadinya sengketa hubungan industrial. Dengan
memahami laporan keuangan perusahaan, pengurus serikat pekerja akan dapat
mengetahui kemampuan perusahaan. Dari sinilah rasa kepercaaan akan ada atau
tidaknya itikad baik pengusaha akan terlihat.

Trust sangat penting dibangun antar pihak hubungan kerja, yaitu antara pekerja/
serikat pekerja dan pengusaha. Selanjutnya jika informasi awal yang diyakini
kebenarannya oleh kedua pihak, maka proses berunding akan dapat dirasakan
kemudahannya. Rasa curiga sudah hilan di awal, sehingga pembentukan perjanjian
kerja bersama akan dengan mudah dapat ditemukan titik temu kesesuaiannya.



Selain itu juga dilakukan survey ke perusahaan multinasional, contohnya
kentucky fried chicken (KFC). Masa pandemi Covid-19 telah membawa kelesuhan usaha
yang berakibat turunnya omzet dan tidak dapat dilaksanakannya pembayaran kepada
upah buruh. Terjadi pengurangan upah meskipun masih tetap tidak berada di bawah
upah minimum kota. Tidak semua pekerja mau menerima kenyataan ini mereka yang
mau menerima tetap bekerja meskipun rupanya dikurangi tetapi yang tidak menerima
dapat melakukan upaya penyelesaian perselisihan.

Tidak hanya itu pembayaran yang kurang dari upah minimum ketika mengalami
proses pemeriksaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan provinsi Jawa timur muncul
suatu kasus baru yang dikaitkan dengan ada tidaknya union busting. Tentunya perlu
dikaji lebih jauh apakah adanya PHK kepada pengurus serikat pekerja itu selalu
dimaknai union busting? Itu harus di kaji lebih jauh lagi.

Survey lapangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Letak geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki luas daratan  , dengan
letak astronomis berada pada garis 8° lintang selatan dan 10° lintang selatan. Batas
Provinsi Nusa Tenggara Barat bagian utara berbatasan dengan Laut Flores , bagian
timur berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagian barat berbatasan
dengan Selat Bali , dan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia . Provinsi
Nusa Tenggara Barat terbagi dalam 8 kabupaten dan 2 Kota, yaitu kabupaten Bima
Dompu Lombok Barat Lombok tengah Lombok Timur Lombok utara Sumbawa
Sumbawa Barat kota Bima kota Mataram.

Hasil survei di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat tidak banyak dijumpai kasus
perselisihan yang ada di PHI maupun di Disnaker setempat. Sulitnya mendapatkan data
di wilayah Nusatenggara Barat disebabkan karena adanya perubahan kebijakan pusat
yaitu dialihkannya fungsi pengawasan daerah fungsi pengawasan pemerintahan
provinsi. Ada keberatan pengawas daerah kabupaten kota untuk menyerahkan data ke
pengawas provinsi hal inilah yang menyebabkan data yang ada di provinsi menjadi
kurang lengkap.

Survei dilakukan di dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat bidang
hubungan istilah dan jaminan sosial dengan informan bapak lalu Dharma kepala seksi
syarat kerja kelembagaan dan kerjasama buat Newstar pada bidang pembinaan
hubungan Australia dan jaminan sosial tenaga kerja serta bapak Samsudduha jabatan
Fungsional mediator. Perselisihan hubungan industrial nyaris tidak ada karena setiap
ada laporan perselisihan bonuss real pegawai langsung turun ke lapangan dengan
melakukan suatu pendekatan agar dapat dilakukan penyelesaiannya. Tercatat
pengesahan peraturan perusahaan di tahun 2008 ada 78 sementara data tahun tujuh
2019 dan 2020 belum ada begitu pula data tentang serikat pekerja federasi pekerja dan
konfederasi serikat pekerja belum ditemukan di Disnaker ini.

Pencabutan izin operasional dan pencabutan ijin usaha penerima pemborongan
pekerjaan belum pernah dilakukan. Pengaduan perselisihan hubungan industrial di
tahun 2019 ada 59 kasus di tahun 2020 ada 41. Juran yang dihasilkan tahun 2019 sejumlah
12 kasus di tahun 2020 ada sembilan kasus sementara perjanjian bersama dihasilkan
tahun 2019 ada 29 kasus di tahun 2020 ada enam kasus. Ada 18 kasus yang masih dalam



proses di tahun 2019 dan ada 16 kasus yang masih dalam proses di tahun 2020. Belum
ditemukan mogok kerja dan penutupan usaha selama ini.

Survei dilakukan ke Disnaker Kabupaten Lombok Barat ditemukan di sana tercatat
ada 584 perusahaan yang terdaftar ada 23 pengesahan peraturan perusahaan dan ada
sembilan pendaftaran perjanjian kerja waktu tertentu. Hanya tercatat dua serikat
pekerja tidak ada federasi serikat pekerja tetapi ada konfederasi serikat pekerja hanya
satu. Terhadap kasus pelanggaran ketenagakerjaan belum pernah dilakukan
pencabutan izin operasional maupun pencabutan ijin usaha penerima pemborongan
pekerjaan.

Dari data yang ada yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat terdapat pengaduan
ke PMI di tahun 2019 sejumlah 11 dan di tahun 2020 sejumlah tiga kasus hanya sedikit
kasus yang masuk di pengadilan hubungan industrial. Anjuran Disnaker yang berhasil
lakukan di tahun 2019 hanya berjumlah dua dan di tahu 2020 hanya berjumlah satu.
Perjanjian bersama juga demikian sangat sedikit di tahun 2019 ada sembilan perjanjian
bersama yang dihasilkan dan di tahun 2020 ada dua perjanjian bersama yang dihasilkan.
Dalam proses dipekerjakan kembali satu kasus dan proses kesepakatan satu kasus.
Tidak pernah dijumpai kasus mogok kerja. Berbeda dengan kasus log out ada tiga kasus
yaitu di Bukit Senggigi alasan force major ada gempa bumi, The sentosa ada loc out
atau penutupan karena alasan kaum gempa bumi, sedangkan vila raja, karena alasan
Pandemi Covid- 19

Sedikitnya jumlah perselisihan yang masuk ke Disnaker maupun ke PH di wilayah
provinsi Nusa Tenggara Timur disebabkan karena masyarakat lebih memilih jalur
mediasi untuk menyelesaikan semua permasalahan hidupnya. Pemuka adat menjadi
sentral dalam setiap masalah yang ada.

Hasil survei lapangan yang dilakukan di Disnaker Mataram, penunjukan ada 981
perusahaan yang terdaftar berdasar wajib lapor, sementara yang daftar on line ada 1367.
Pengesahan peraturan perusahaan di tahun 2019 ada delapan sementara tahun 2020 ada
17. Pendaftaran PKWT di tahun 2019 ada 11 di tahun 2020 ada 1. Jumlah serikat pekerja
yang tercatat adalah 180 serikat pekerja dengan anggota 4813. Terasi serikat pekerja ada
tiga dengan jumlah anggota 50 sementara jumlah konfederasi serikat pekerja ada 10
dengan jumlah anggota sembilan federasi serikat pekerja.

Hingga saat ini belum terjadi pencabutan ijin operasional ataupun pencabutan ijin
usaha penerima pemborongan pekerjaan. Pengaduan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial di tahun 2019 ada 13 kasus di tahun 2020 ada 21 kasus yang selesai
19 dan proses dua kasus. Anjuran yang dihasilkan di tahun 2019 ada dua dan anjuran
yang dihasilkan tahun 2020 ada empat. Perjanjian bersama hanya ada 12 PB 2019 dan 15
perjanjian bersama di tahun 2020. Tidak ada kasus mogok kerja maupun kasus
penutupan usaha.

Survei yang dilakukan di Disnaker Kabupaten Lombok Tengah atau Beruga
Disnaker terhadap informan bapak lalu Muhammad Sukron dengan jabatan mediator,
diperoleh informasi yaitu banyak perusahaan yang terdaftar berjumlah 676 adanya
pengesahan peraturan perusahaan 19 dengan rincian di tahun 2017 tiga tahun 2018 dua
tahun 2019 lima dan tahun 2020 ada sembilan peraturan perusahaan belum ada
pendaftaran PKWT. Jumlah serikat pekerja ada tujuh jumlah federasi serikat pekerja



adalah satu dengan anggota tujuh unit kerja. Belum pernah dilakukan pencabutan izin
operasional ataupun pencabutan ijin usaha penerima pemborongan.

Pengaduan perselisihan hubungan industrial pada tahun 2019 berjumlah 12
pengaduan di tahun 2020 berjumlah 16. Jujur aja aja Silkan di tahun 2020 adalah dua
anjuran sementara tahun tahun sebelumnya belum pernah dilakukan anjuran.
Perjanjian bersama yang dibuat di tahun 2019 ada sembilan di tahun 2020 ada 13. Ada
kasus dengan dihapuskannya pengaduan perselisihan hubungan istri all dari buku
Registrar distarter karena Pemohon tidak hadir. Belum ada dilakukan mogok kerja atau
penutupan usaha.

Hasil survei yang dilakukan di Disnaker Lombok Timur dilakukan terhadap
informasi bapak Subhan Bakhtiar kasih penyelesaian perselisihan hubungan Austria
diperoleh data atau informasi yaitu perusahaan yang terdaftar ada 114 dengan
pengesahan peraturan perusahaan 114 pendaftaran PKWT 69. Belum ada serikat pekerja
atau se federasi serikat pekerja ataupun konfederasi serikat pekerja di wilayah Disnaker
Lombok Timur yang dicatatkan. Itu pula belum pernah terjadi dilakukan pencabutan
izin operasional atau ijin usaha penerima pemborongan pekerjaan.

Kasus pengaduan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tahun 2019
ada tujuh kasus di tahun 2020 ada 12 kasus anjuran yang dihasilkan di tahun 2019 adalah
satu sementara di tahun 2020 belum pernah dilakukan anjuran. Terhadap perjanjian
bersama ada sejumlah sembilan. Belum pernah terjadi mogok kerja atau penutupan
usaha wilayah Disnaker Lombok Timur ini.

Di masa Pandemi hak pekerja tampak tidak dapat di berikan sesuai dengan
ketentuan yang ada di dalam undang undang ketenagakerjaan karena kondisi yang ada
di alami oleh hampir semua manusia pengusaha masyarakat yang ada di dunia ini.
Suwan usaha menyebabkan tidak dapat terpenuhinya hak pekerja minimal meskipun
hanya sampai sebatas upah minimum kepada pekerja. Pandemi covid ini telah
menghilangkan hak pekerja baik sebagian maupun seluruhnya. Ada yang hilang jam
kerjanya ada yang hilang hari kerjanya ada yang hilang Upahnya dipotong sebagian atau
seluruhnya ada yang dirumahkan dengan tidak mendapatkan upah ada yang di PHK
dan banyak juga yang mengalami sakit atau sampai dengan meninggal dunia.

Dalam praktiknya pengusaha yang tidak memiliki penghasilan akan melakukan
tindakan yaitu pengurangan pembayaran upah baik sebagian maupun seluruhnya atau
sampai dengan pemutusan hubungan kerja dengan tanpa memberikan haha bekerja
Pesangon penghargaan masa kerja dan uang jasa karena faktanya memang pengusaha
tidak memiliki penghasilan yang cukup bahkan banyak pengusaha atau perusahaan
yang tutup akibat dampak covid-19.

Survey lapangan di Provinsi Nusa tenggara Timur

Letak geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki luas daratan ,
dengan letak astronomis berada pada garis 8° lintang selatan dan 11° lintang selatan.
Batas Provinsi Nusa Tenggara Timur bagian utara berbatasan dengan Laut Flores ,
bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, Laut Banda dan Timor Leste, bagian
barat berbatasan dengan NTB , dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan
kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur terbagi dalam 21 kabupaten dan



1 Kota, yaitu bupaten Alor Kabupaten Belu and Flores Timur Kupang Lembata Malaka
Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur Nagekeo Ngada rutin Dou Sika Sumba
Barat Sumba Barat Daya Sumba Tengah Sumba Timur timur tengah Selatan timur
tengah utara dan kota Kupang.

Survei lapangan yang dilakukan ke dinas koperasi tenaga kerja dan Transmigrasi
provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan terhadap Informan itu Januarius Maria Eko
dengan jabatan Fungsional pengawas ketenagakerjaan pada 23 September 2020. Hasil
survei adalah jumlah pengawas di provinsi NTT ada 24 jumlah penyidik pegawai negeri
sipil bidang ketenagakerjaan ada empat hari ketenagakerjaan dan spesialis ketika ada
satu ahli norma ketenagakerjaan tidak ada. Pengaduan pelanggaran di tahun 1019
berjumlah 52 kasus di tahun 2020 sejumlah 55 kasus.

Survei lapangan yang dilakukan di Disnaker provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan informan Maryana ] Melo kepala seksi IPK dan hubungan industrial diketahui
adanya informasi yaitu pengesahan peraturan perusahaan di tahun 2018 berjumlah 78
bagaimana dengan jumlah di tahun 2019 maupun 2020 belum ada datanya begitu juga
data terkait jumlah serikat pekerja federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat
pekerja belum ada. Perlu dilakukan pencabutan ijin operasional maupun izin usaha
penerima pemborongan pekerjaan. Setelah ada pengaduan perselisihan hubungan
industrial di tahun 2019 berjumlah 59 di tahun 2020 41 jumlahnya anjuran yang
dihasilkan ada di tahun 2019 12 di tahun 2020 19 perjanjian bersama yang dihasilkan
adalah 29 di tahun 2019 dan enam di tahun 2020 proses pemeriksaan di tahun 2019 ada
18 kasus dan di tahun 2020 ada 16 kasus. Belum pernah dijumpai kasus mogok kerja
maupun penutupan usaha.

Sebagian besar bekerja di Nusa Tenggara Timur adalah melakukan pekerjaan di
luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Hal inilah yang mendorong Gestianus
Sino untuk membuka lahan Tandus menjadi lahan hijau dengan nama usaha GS
organik. Usaha ini berkembang pesat dengan merangkul masyarakat yang mau
melakukan Diklat bagaimana cara menggunakan aquaponik untuk melakukan
pembukaan lahan pekerjaan bagi masyarakat Kupang provinsi Nusa Tenggara timur.

Lapangan yang dilakukan di Disnaker Kabupaten Kupang dilakukan terhadap
informan Martianus Sanam dengan jabatan mediator jangan terhadap informan Emmy
A Galla dengan jabatan kepala bidang hubungan industrial dan jaminan sosial. Adapun
hasilnya adalah jumlah perusahaan terdaftar 104 dengan pengesahan peraturan
perusahaan enam dan tidak ada pendaftaran tetapi karena mereka belum pernah datang
ke Disnaker atau melakukan pendaftaran online. Serikat pekerja satu tanpa ada federasi
serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja pun juga belum ada. Belum pernah
dilakukan pencabutan izin operasional maupun ijin usaha penerima pemborongan
pekerjaan. Jumlah pengaduan perselisihan hubungan istrinya di tahun 2019 ada 15 di
tahun 2020 ada 50. Anjuran yang dihasilkan tahun 2019 ada empat dan anjuran yang
dihasilkan tahun 2020 ada satu. Perjanjian bersama di tahun 2019 dihasilkan 1
sementara di tahun 2020 ada peningkatan menjadi 55 dalam proses pembuatan dan
pemeriksaan ada dua. Belum pernah terjadi mogok kerja maupun lock out.

Hasil survei lapangan yang dilakukan ke Disnaker kota kupang, terhadap
informan Yohannes Dami dengan jabatan mediator diperoleh data perusahaan yang
terdapat 1521 yang melakukan pengesahan perusahaan 57 dan yang melakukan



pendaftaran PKWT ada 16. Serikat pekerja ada sembilan dengan anggota 348. Belum ada
federasi serikat pekerja maupun konfederasi serikat pekerja. Juga belum pernah
dilakukan pencabutan izin operasional ataupun isi usah penerima pemborongan
pekerjaan. Terhadap pengaduan perselisihan hubungan diserial ada 45 kasus anjuran
belum pernah dibuat perjanjian bersama ada 23 kasus. Sementara kasus masih dalam
proses berjumlah 22. Belum pernah terjadi mogok mogok kerja atau penutupan usaha.

Di masa Pandemi hak pekerja tampak tidak dapat di berikan sesuai dengan
ketentuan yang ada di dalam undang undang ketenagakerjaan karena kondisi yang ada
di alami oleh hampir semua manusia pengusaha masyarakat yang ada di dunia ini.
Suwan usaha menyebabkan tidak dapat terpenuhinya hak pekerja minimal meskipun
hanya sampai sebatas upah minimum kepada pekerja. Pandemi covid ini telah
menghilangkan hak pekerja baik sebagian maupun seluruhnya. Ada yang hilang jam
kerjanya ada yang hilang hari kerjanya ada yang hilang Upahnya dipotong sebagian atau
seluruhnya ada yang dirumahkan dengan tidak mendapatkan upah ada yang di PHK
dan banyak juga yang mengalami sakit atau sampai dengan meninggal dunia.

Dalam praktiknya pengusaha yang tidak memiliki penghasilan akan melakukan
tindakan yaitu pengurangan pembayaran upah baik sebagian maupun seluruhnya atau
sampai dengan pemutusan hubungan kerja dengan tanpa memberikan haha bekerja
Pesangon penghargaan masa kerja dan uang jasa karena faktanya memang pengusaha
tidak memiliki penghasilan yang cukup bahkan banyak pengusaha atau perusahaan
yang tutup akibat dampak covid-19.

Survey lapangan di Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur merupakan provinsi yang berada di pulau Kalimantan luas
wilayahnya adalah 1273469 2 km? batas wilayah Kalimantan Timur adalah batas utara
provinsi Kalimantan utara batas Selatan provinsi Kalimantan Selatan batas barat
Kalimantan barat berapa batas tengah Kalimantan tengah serta negara Malaysia yang
timur laut adalah Sulawesi dan selat Makasar. Di Kalimantan Timur terdiri atas tujuh
kabupaten dan tiga kota kabupaten adalah pasar Kutai Barat Kutai Kartanegara Kutai
Timur Berau Penajam pasar utara dan Mahakam puluh sementara kota terdiri atas tiga
bagian yaitu kota Balikpapan kota Samarinda dan kota Bontang

Jumlah penduduk Kalimantan Timur di tahun 2019 adalah 3721389 jiwa. Jumlah
Angkatan kerja provinsi Kalimantan Timur di tahun 2019 sebanyak 1815382 orang yang
terdiri atas 1704808 orang yang berstatus bekerja 110574 orang berstatus pengangguran
terbuka. Pengertian status bekerja berdasarkan pengertian BP S adalah kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu
memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam
secara terus menerus dalam seminggu yang lalu termasuk pekerja keluarga tanpa upah
yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Tentunya Batasan
pengertian bekerja menurut BPS berbeda dengan Batasan bekerja menurut undang
undang nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan menurut pengertian BBS sangat
fleksibel hanya satu jam bekerja saja sudah dikategorikan sebagai pekerja menurut BPS
sehingga angka pengangguran relative lebih kecil.



Jumlah Angkatan kerja di provinsi Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2020
sejumlah 18176 8o orang sedangkan tingkat partisipasi Angkatan kerja mengalami
penurunan minus 0,46% jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur pada
Agustus 2020 mencapai angka 1692796 orang tingkat pengangguran terbuka di
Kalimantan. Selanjutnya di bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2020 sejumlah 488,4
6000 orang bekerja dengan jumlah jam kurang dari 35 jam per minggu sedangkan
penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja 35 jam per minggu mencapai 1,2 juta orang.

Perbedaan parameter yang digunakan oleh BPS dengan ketenagakerjaan
menimbulkan suatu masalah di dalam masyarakat contohnya Batasan jam kerja yang
diberikan oleh BPS adalah 35 jam per minggu sementara menurut undang undang 13
2003 jam kerja adalah 40 jam per minggu terlebih lagi di BPS juga dikenal bekerja lebih
dari satu jam parameternya relative hanya bekerja satu jam.

Pada masa Pandemi Covid-19 terdapat 411 1000 orang yang terdampak kau fit 19
yang terdiri atas pengangguran karena Covid-19sebanyak 30,99 orang sementara tidak
bekerja karena Covid-19ada 21, 20000 orang dan penduduk pekerja yang mengalami
pengurangan jam kerja karena Covid-19 sejumlah 344,8 5000 orang.

Hasil wawancara dengan Kornelis Wiriyawan Gatu wakil ketua SPN Kalimantan
Timur, saya perlindungan pekerja di perkebunan kelapa sawit di provinsi Kalimantan
Timur.

Pekerja ki perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur Sebagian besar berasal dari
daerah lain tujuannya adalah ke perkebunan di wilayah Balikpapan Bontang Tarakan
Nunukan Sabah dan Serawak. Mereka adalah pekerja migran Indonesia. Pada pekerja di
perkebunan kelapa sawit yang mengalami kecelakaan sangatlah buruk mereka yang
mengalami kecelakaan dibiarkan dengan tidak mendapatkan pengobatan, terkadang
mereka sampai meninggal dunia.

Berdasarkan data dari dinas perkebunan provinsi Kalimantan ada 358
perusahaan Safiq sementara yang memiliki ijin usaha perkebunan atau yuk hanya 329
perusahaan luas lahan perkebunan sawit mencapai 2,58 juta ha sedangkan pemegang
ijin usaha hak guna usaha sebanyak 184 perusahaan dengan luas lahan 1,14 juta ha
artinya. Dapat 1,4 4. juta ha yang telah dikelola tanpa memiliki ijin hak guna usaha.

Penggalian data melalui online

Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya pembatasan sosial
berskala besar di beberapa wilayah di Indonesia, mengakibatkan sebagian survey
lapangan dialihkan ke penelusuran online. Perubahan model survey kepada lembaga
pemerintahan dan penegak hukum (hakim) diubah menjadi penelusuran terhadap
kasus perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan melakukan penelusuran pada
jumlah kasus yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial beserta kajian putusan
Pengadilan hubungan Industrial yang dilaukan secara acak.

Berdasarkan data yang diambil dari badan pusat statistik (BPS) keadaan
ketenagakerjaan Indonesia pada bulan Agustus 2020 menunjukkan informasi yaitu
jumlah angkatan kerja sebanyak 138,2 2 juta orang. Partisipasi angkatan kerja 0,24%
poin. Pengangguran terbuka Agustus 2020 sebesar 7,07%. Penduduk yang bekerja



sebanyak 128,45 juta orang. Delapan pekerjaannya mengalami peningkatan presentasi
terbesar adalah sektor pertanian meningkat 2,23% sementara sektor yang mengalami
penurunan terbesar yaitu sektor industri pengolahan 1,3%. Sebanyak 77,68 juta orang
pekerja pada kegiatan formal. Pekerja setengah Penganggur dan persentase bekerja
paruh waktu naik masing masing sebesar 3,77% dan 3,42%. Terdapat 29,12 juta orang
penduduk usia kerja yang terdampak kau fit 19 terdiri atas pengangguran karena Covid-
19 2,56 juta orang bukan angkatan kerja karena Covid-19 0,76 juta orang sementara tidak
bekerja karena Covid-19 1,7 7 juta orang dan penduduk pekerjaan dengan pengurangan
jam kerja karena Covid-19 24,3 juta orang. (Berita Resmi Statistik No.86/11/Th. XXIII,
o5 November 2020)

Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2020

Status Pekerjaan Utama 1986

1 Berusaha Sendiri 26.174.008
2 Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar 20.073.455
3 Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar 4.050.688
4 Buruh/Karyawan/Pegawai 46.721.161
5 Pekerja Bebas di Pertanian 5.919.782
6 Pekerja Bebas di Non Pertanian 7.197.716
7 Pekerja Keluarga/Tak Dibayar 18.317.374
8 Tak Terjawab

Total 128.454.184

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu - 2020

2020 Agustus
Angkatan Kerja (AK) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Persentase
Jumlah Angkatan
Penduduk Kerja
Golongan % Bekeria / Jumiah Usia 15 Terhadap
Umur Bekerja Pengangguran Jumlah AK AOK ekena Sekolah Mengurus Lainnya B:n:(a K"t';i” ke Bzgml((igl:ja
(TPAK)
15-19 5.049.940 1.624.465 6.674.405 84,10 10.651.468 2.676.625 2.115.454 15.443.547 22.117.952 30,18
20-24 11.975.718 2.756.019 14.731.737 77,52 2.095.115 3.898.938 1.235.744 7.229.797 21.961.534 67,08
25-29 14.578.808 1.577.866 16.156.674 86,82 123.437 4.864.687 543.392 5.531.516 21.688.190 74,50
30-34 15.281.561 931.925 16.213.486 91,93 17.791 4.734.117 323.522 5.075.430 21.288.916 76,16
35-39 15.579.183 703.300 16.282.483 93,16 5.916 4.283.357 263.119 4.552.392 20.834.875 78,15
40 - 44 15.134.905 618.192 15.753.097 94,76 2.925 3.592.492 228.912 3.824.329 19.577.426 80,47
45 - 49 14.183.849 520.964 14.704.813 94,99 1.481 3.252.617 248.850 3.502.948 18.207.761 80,76
50 - 54 12.279.282 460.375 12.739.657 95,50 1.243 2.899.496 360.939 3.261.678 16.001.335 79,62
55 - 59 9.627.329 319.179 9.946.508 95,48 194 2.850.087 569.344 3.419.625 13.366.133 74,42
60 + 14.763.609 255.469 15.019.078 99,89 642 9.033.178 4.875.440 13.909.260 28.928.338 51,92




Total 128.454.184 9.767.754 138.221.938 91,61 12.900.212 42.085.594 10.764.716 65.750.522 203.972.460 67,77

Upah minimum provinsi tahun 2020

No Provinsi UMP 2020

1 Sumatera Utara Rp. 2.499.423
2 DKI Jakarta Rp. 4.276.350
3 Jawa Barat Rp. 1.810.351

4 | Jawa Timur Rp. 1.768.777
5 Nusa Tenggara Barat Rp. 2.183.883
6 | Nusa Tenggara Timur Rp. 1.950.000
7 Kalimantan Timur Rp. 2.981.379
Rata-Rata upah pekerja Rp. 2.760.000

Prosentase tenaga kerja formal dan informal di provinsi tahun 2020

No Provinsi Tenaga Kerja Formal
1 Sumatera Utara 40,38
2 DKI Jakarta 61,78
3 | Jawa Barat 44,41
4 | Jawa Timur 36,36
5 Nusa Tenggara Barat 26,53
6 | Nusa Tenggara Timur 23,90
7 Kalimantan Timur 52,86

2. Hasil Analisis

Tenaga kerjaan di Indonesia. Penduduk Indonesia (268) 583-016 orang. Jumlah
pekerja per Agustus 2019 adalah 128.454.184. Jumlah Pekerja di sektor formal: 56,02 juta
oran. Jumlah Anggota Serikat Pekerja: 3,414,455 orang (2014). Di tahun 2017 menyisakan
2,7 juta orang pekerja yang berserikat. Dampak Covid-19, Anggota semakin berkurang.
Jumlah Konfederasi SP 15, Jumlah Federasi 115. Jumlah SP : 11.766, termasuk 170 SP
BUMN. Jumlah Perusahaan yang tercatat di BPJS 488.000. Jumlah Perusahaan
mempunyai PKB (Akhir 2018) 14.423. Jumlah Perusahaan mempunyai PP 68.192.

Perselisihan Hubungan Industrial dan Sengketa Hubungan Industrial

Perselisihan hubungan industrial telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa :“Perselisihan Hubungan
Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerjan atau buruh atau serikat pekerja
atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja atau
serikat buruh dalam satu perusahaan”.




Idealnya, perselisihan hubungan industrial diselesaikan oleh para pihak yang
berselisih melalui perundingan bipartit yaitu antara pengusaha dan pekerja/buruh saja
dengan hasil yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.[1] Akan tetapi, dalam
praktiknya ternyata terdapat kendala-kendala yang disebabkan antara lain tingginya
ego masing-masing pihak yang mengakibatkan upaya perundingan melalui bipartit
antara pekerja dengan pengusaha berakhir tidak seperti yang diharapkan atau mencapai
kesepakatan.[2] Terdapat beberapa lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial jika tidak tercapai perdamaian secara bipartit yaitu melalui mediasi,
konsiliasi, arbitrase dan lembaga pengadilan hubungan industrial. Salah satu media
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang menyelesaikan semua
jenis perselisihan hubungan industrial adalah dengan cara mediasi.

Sengketa hubungan industrial adalah sengketa yang terjadi antara subyek
hukum dalam hubungan kerja atau hubungan industrial mengenai obyek hubungan
industrial atau obyek hubungan kerja. Sengketa hubungan industrial memiliki makna
yang lebih luas daripada perselisihan hubungan industrial karena sengketa hubungan
industrial mencakup pula hal hal yang terjadi di luar perselisihan hak perselisihan PHK
perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja di dalam satu
perusahaan.

Faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial dan/atau sengketa
hubungan industrial pada dasarnya adalah tidak adanya kepercayaan di antara para
pihak trust memegang peranan yang sangat penting sekali dalam suatu hubungan
industrial. Kepercayaan di antara para pihak harus selalu dibina dan dibangun. Perlu
upaya tindakan nyata untuk mewujudkannya. Suatu misal pembuatan PKB atau
perjanjian kerja bersama harus didasari pada upaya pra pembuatan kontrak. Ini dapat
dilakukan dengan tukar menukar informasi dari kedua belah pihak. Pengusaha
memberikan informasi terkait dengan kondisi kekayaan atau kondisi keuangan
perusahaan nya dengan secara benar melalui laporan keuangan perusahaan. Sementara
pekerja juga harus memiliki suatu pengetahuan dasar terkait dapat membaca arti dari
laporan keuangan perusahaan. Hal ini ditujukan agar apa yang dituntut oleh serikat
pekerja atau pekerja tidak melebihi kemampuan dari pengusaha.[3]

Apabila perselisihan tidak dapat di Elakkan lagi maka upaya yang dapat
dilakukan adalah musyawarah mufakat.[4] Perundingan bipartit merupakan dasar bagi
U upaya untuk mencari penyelesaian suatu perselisihan hubungan industrial atau
sengketa hubungan industrial. Undang undang 13 2003 memberikan suatu lembaga atau
forum sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan yaitu
lembaga kerjasama bipartit.

Lembaga Kerja sama sebagai salah satu wadah untuk mencegah terjadinya
sengketa hubungan industrial. Lembaga kerjasama bipartit atau lembaga kerjasama
Tripartit merupakan suatu wadah atau forum kerjasama yang bertujuan untuk
memberikan masukan masukan atau rekomendasi guna penyelesaian suatu sengketa
hubungan industrial.

Dialog sosial[s] sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam upaya untuk
mecegah terjadinya sengketa hubungan industrial. Dialog sosial dapat dilakukan antara
masyarakat penegak hukum serikat pekerja pekerja pengusaha akademisi yang



berkepentingan untuk menyelesaikan atau mencari solusi yang terbaik atas suatu
perselisihan ponsel atau sengketa hubungan industrial yang ada.

Penggunaan Alat Bukti Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hubungan
Industrial

Alat bukti sangat penting dalam upaya penyelesaian sengketa hubungan
industrial. Undang undang PPHI, menyatakan bahwa hukum acara yang digunakan di
dalam PHI adalah hukum acara perdata (Pasal 57 UU 2/2004). Penggunaan hukum
acara perdata di dalam hubungan industrial tidaklah sepenuhnya 100% karena ada hal
hal yang khusus yang diatur di dalam undang undang PPH. Apabila di dalam undang
undang PPH tidak diatur maka berlakulah ketentuan hukum acara perdata yang ada di
dalam HIR atau RBG. Ketentuan pasal 283 RBG contoh pasal 163 HIR, mengatur tentang
adanya kewajiban bagi orang yang mempunyai hak yang menyatakan seseorang itu
memiliki hak dan mengemukakan suatu perbuatan maka untuk meneguk kan hatnya
atau untuk membantah orang lain haruslah membuktikan adanya perbuatan tersebut
di sinilah letak pentingnya alat bukti.[6]

Barang siapa yang mendalilkan sesuatu haruslah dia menyatakan atau
membuktikan apa yang telah di dalil kan itu. Contohnya jika seorang pekerja
menyatakan bahwa dia telah dilanggar haknya oleh pengusaha maka pekerja itu harus
membuktikan adanya hak yang telah dilanggar oleh pengusaha. Di sinilah arti penting
dari hukum acara perdata atau penerapan hukum acara perdata kepada kasus kasus
hubungan industrial.

Selanjutnya bagaimana dengan kasus sengketa hubungan industrial? Tentunya
mengingat hubungan industrial merupakan bagian dari hukum ketenagakerjaan atau
hukum perburuhan yang memiliki fungsi Fungsional maka harus dilakukan kajian
terlebih dahulu dan lebih mendalam. Parameter sifat Fungsional dari hukum
ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan atau hukum
perburuhan memiliki sifat perdata pidana dan administrasi.

Oleh karena itu tidak bisa dinyatakan bahwa hukum perdata 100% berlaku bagi
PHI atau dalam hal sengketa hubungan industrial. Fakta yang ada di masyarakat alat
bukti formal sulit untuk didapatkan bagi pekerja. Seringkali pekerja tidak memiliki
bukti formal yang ada hanyalah suatu pengaduan atau suatu kesaksian. Pengakuan
kesaksian dapat digunakan tanpa adanya alat bukti yang ada? Tampaknya akan sulit
diterapkan di dalam PHI karena PHI adalah bagian dari peradilan umum PHI
merupakan peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. [7]

Hukum acara perdata yang ada di PHI memiliki kekhususan. Demikian juga
tentang alat buktinya. Mengingat alat bukti formal sulit dimiliki oleh pekerja sebaiknya
atau seharusnya hakim memiliki kepedulian dengan memberikan suatu interpretasi
atas alat bukti yang ada.

Alat bukti formal dalam pasal 164 HIr terdiri atas surat, saksi, persangkaan
pengakuan dan sumpah. Surat memiliki kedudukan yang paling kuat tetapi tidak
selamanya alat bukti surat ini menjamin kemenangan perkara jika terjadi sengketa
perdata bisa jadi alat bukti itu tidak mencakup batas minimal pembuktian atau arti yang
memiliki pihak lawan jauh lebih kuat.



Problematika penggunaan alat bukti formal.[8] Kebenaran informasi akan dapat
menjadi dasar tercapainya komunikasi yang baik. Hasil dari komunikasi yang baik
adalah kesepakatan. Kesepakatan memang tidak harus dilakukan secara tertulis, dapat
dilakukan secara lisan. Kesepakatan tertulis tetap diperlukan karena fungsinya sebagai
alat bukti dikemudian hari. Kesepakatan antar para pihak disebut perjanjian Bersama.
Isi dari perjanjian Bersama adalah:

(1) Hari/Tanggal, Jam, Tempat, dan Jumlah/Nama-2 yg Terikat Perjanjian bersama

(2) Posisi Masing-Masing Pihak yang Mengikatkan Diri

(3) Deklarasi: “dengan kesadaran penuh”, “tanpa paksaan dan tekanan”,“mengerti”,
“memahami”, “menyetujui”, “menyepakati”

(4) Daftar butir-butir yang disepakati dan disetujui

(5) Deklarasi “pelepasan hak” apabila diperlukan

(6) Deklarasi “menerima”, “tidak akan MENUNTUT dan MENGGUGAT lagi secara
pidana maupun perdata di kemudian hari, baik secara langsung maupun tidak
langsung, baik atas nama pribadi maupun ahli warisnya”

(8) Tanda Tangan Semua Pihak yang Terikat diatas Meterai cukup.

(9) Tanda Tangan Saksi-Saksi (minimal 2 orang). Serikat Pekerja sebagai saksi lebih
baik.

(10) Disahkan oleh Pihak Disnakertrans

(1) Dicatatkan ke Pengadilan negeri setempat.

Perjanjian Bersama yang telah dicatatkan adalah akta karena ada campur tangan
pemerintah pada lingkup privat. Menjadi undan-undang bagi pihak yang membuatnya
berdasarkan asas pacta sunt servanda. Tidak dilaksanakannya perjanjian Bersama yag
telah disepakati, dapat dilakukan upaya hukum berupa permohonan eksekusi ke PHI
(Pasal 6 UU 2/2004). Bukan pembatalan perjanjian Bersama. Pembatalan perjanjian
Bersama yang telah dicatatkan baru dapat dilakukan ke Pengadilan Negeri apabila
terbukti ada cacat yuridis berupa paksaan, khilaf atau penipuan pada saat proses
perundingan dari salah satu pihak.

Perlindungan pekerja di masa pandemi Covid-19. Covid-19, awalnya adalah suatu
penyakit menular yang terjadi di Wuhan, Cina. Covid-19 merupakan penyakit menular
yang disebabkan oleh coronavirus yang menyerang pernafasan. Penularan virus corona
cepat terjadi karena melalui droplet (percikan air liur) yang dihasilkan saat orang yang
terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak
bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau
permukaan lainnya. Dalam prespektif skala penyebaran penyakit, coronavirus telah
berkembang menjadi epidemi. Selantunya dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic
sejak tanggal 1 Maret 2020.

Pandemi Covid telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan manusia.
Ada dampak positif dan negative dari masa pandemic covid-19. Begitu pula di bidang
ketenagakerjaan. Upaya pencegahan tertularnya covid-19 dan penanganan Covid-19
berpengaruh terhadap adanya perubahan di bidang hubungan industrial.

Jumlah korban covid-19 terus mengalami peningkatan, baik di Indonesia maupun
di masyarakat dunia. Penduduk Indonesia berjumlah 268.074.600 orang. Dari jumlah
ini, terhitung pada tanggal 29 Agustus 2020, ada 169.195 orang dinyatakan positive
mengidap covid-19, dinyatakan sembuh 122.802 orang dan meninggal dunia 7.261 orang



atau 0,0027 % angka kematian covid-19. Sementara di tingkat dunia dari 216 negara
yang ada di dunia, atau 7.594.000.000.000 jiwa penduduk dunia. ada orang 17.660.523
terkonfirmasi covid-19, dan 680.894 orang meninggal dunia.

Dampak covid-19 di bidang ketenegakerjaan menuntut negara untuk menjalankan
fungsinya dengan baik. Ada benturan antara hak pribadi dan hak social. Negara dituntut
tetap dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja pada masa sebelum, saat dan
setelah bekerja.

Covid-19 yang merupakan penyakit menular yang menyerang pernafasan sudah
menyebar ke seluruh penjuru dunia, maka setiap orang yang belum, sedang dan selesai
menjalani masa kerja harus dilindungi jiwa, kebebasan dan hartanya oleh negara. Ada
keharusan perlindungan pekerja bersamaan dengan perlindungan terhadap pemberi
kerja. Masa pandemic covid-19 telah menjadikan adanya pembatasan kerja.
Pengurangan waktu kerja, pengurangan pekerja dapat terjadi. Hal ini telah menjadi
bentuk perselisihan hubungan industrial yang baru. Tatanan hukum ketenagakerjaan
tidak dapat serta merta diterapkan serratus persen. Diperlukan suatu kebijakan yang
tidak menghilangkan hak pekerja.

1. Bentuk perlindungan hukum atas terjadinya perselisihan hubungan industrial
yang terjadi di masa pandemic covid-19

Perselisihan hubungan industrial disebut juga perselisihan perburuhan, yaitu
perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena
adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan
pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya
dalam satu perusahaan (Pasal 1 angka 22 UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan).
Perselisihan hubungan industrial dapat dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi
empat yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan (Pasal 2
UU 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial).

Keadaan pandemic covid-19, telah menimbulkan bentuk perselisihan baru yang
memerlukan kajian. Ada perubahan cara bekerja yang berpengaruh terhadap hak dan
kewajiban yang dilakukan. Perubahan ini dapat terjadi diluar klausula yang telah
diperjanjikan dalam perjanjian kerja atau pada aturan perusahaan terkait penangana
dan pencegahan penyebaran virus corona.

Suatu keadaan social distance, isolasi mandiri, karantina, work from home, hingga
sampai pada pembatasan social berskala besar (PSBB), telah mengakibatkan terjadinya
pemotongan upah, pembayaran upah dengan mencicil, pekerja yang dirumahkan bukan
karena melakukan kesalahan, hingga di putus hubungan kerjanya.

a. Bentuk perlindungan hukum atas terjadinya perselisihan hubungan industrial yang
terjadi di masa pandemic covid-19 karena bekerja dirumah

Bekerja di rumah sebenarnya sudah terjadi di masyarakat, yaitu sebagai pekerja
harian lepas. Setiap pekerja secara umum berhak atas keselamatan dan Kesehatan kerja;
moral dan kesusilaan serta perlakuan yang manusiawi sesuai nilai agama (Paasl 86 UU
13/2003). Sebagai pekerja harian lepas akan mendapatkan upah sesuai waktu kerjanya.
Prinsip no work no pay dapat diterapkan begi mereka. Alat kerja menjadi tanggung



jawab pengusaha. Terhadap pekerja harian lepas dapat dilakukan untuk pekerjaan
tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah
didasarkan pada kehadiran, bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu)
bulan. Dan tidak dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut (Pasal 10-12 Kepmen 100/2004
Tentang Ketetuan Pelaksanaan PKWT). Apabila tidak sesuai parameter ini maka,
pekerja harian lepas harus menjadi pekerja tetap (Pasal 59 ayat 8 UU 13/2003).

Terkait kondisi pandemic covid-19, pengalihan bekerja dari tempat kerja menjadi
bekerja di rumah yang tidak diiringi dengan pemberian fasilitas alat kerja adalah tidak
dapat dibenarkan. Misalnya di tempat kerja ada perangkat computer untuk bekerja,
sedangkan bekerja di rumah, pekerja tidak memiliki perangkat computer. Dalam hal ini
pengusaha harus memberikan computer apabila pekerja malekukan peketjaan di
rumah. Begitu pula fasilitas internet, harus menjadi tanggungan pengusaha. Apabila
pekerja menggukan computer pribadi untuk alat kerjanya maka pengusaha seharusnya
membayar uang sewa computer ke pada pekerja, diluar upah yang diterimanya.

b. Bentuk perlindungan hukum atas terjadinya perselisihan hubungan industrial yang
terjadi di masa pandemic covid-19 karena pemotongan upah,

Kerugian dapat saja terjadi di masa pandemic covid-19 ini. Hasil produksi, hasil
penjualan merosot, karena daya beli masyarakat turun. Pemotongan upah dapat
dilakukan jika ada perjanjian terlebih dahulu dan ada surat kuasa dari pekerja. Besar
maksimal pemotongan 50 % dari upah yang seharusnya diterima. Pemotongan ini tidak
mengurangi kewajiban (Pasal 57jo 58 PP 78/2015 tentang pengupahan). Kondisi
pandemic covid-19 apakah dapat menjadi alas an untuk pengusaha melakukan
pemotongan upah? Tentu dalam hal ini harus melihat kondisi keuangan pengusaha
sebenarnya. Harus ada analisis keuangan yang tepat untuk dapat dikatakan telah terjadi
kerugian. Harus tampak itikad baik dari pengusaha.

c. Bentuk perlindungan hukum atas terjadinya perselisihan hubungan industrial yang
terjadi di masa pandemic covid-19 karena pembayaran upah dengan mencicil

Dampak keuangan perusahaan yang terimbas masa pandemic covid-19, dapat
melakukan pembayaran upah dengan mencicil. Ada kewajiban bagi pengusaha untuk
membayar upah tepat pada waktunya sesuai yang telah diperjanjikan. Keterlambatan
pembayaranupah baik seluruhnya atau sebagian harus diterapkan denda
keterlambatan. Besarnya denda keterlambatan pembayaran kekurangan upah adalah:

- Mulai hari keempat - kedelapan = 5% untuk setiap hari keterlambatan

- Setelah hari kedelapan, ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan
ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah
yang seharusnya dibayarkan

- Setelah satu bulan ditambahkan bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada
bank pemerintah (Pasal 18 jo. 55 PP 78/2015



d. Bentuk perlindungan hukum atas terjadinya perselisihan hubungan industrial yang
terjadi di masa pandemic covid-19 karena pekerja yang dirumahkan bukan karena
melakukan kesalahan
Sebelum diberlakukannya UU 13/2003, pernah ada SE Menaker No. o5/M/BW/1998

Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan kearah Pemutusan Hubungan Kerja.

Upah harus diberikan secara penuh berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Harus ada

kesepakatan terkait besaran upah yang dibayarkan Ketika pekerja dirumahkan dengan

pemberian upah kurang dari yang seharusnya (100%). Apabila ada perselisihan dapat
dimintakan anjuran ke Disnaker setempat, Panitia Penyelesaian Persselisihan

Perburuhan Tingkat daerah (P4D) atau ke Panitia Penyelesaian Persselisihan

Perburuhan Tingkat Pusat (P4P).

Pada masa pandemic covid-19 ini, ada kebijakan dari Kemenaker berupa SE
Menaker No. M/3/HK.o4/1ll/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan
kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Dalam
kebijakan ini diatur mengenai keharusan adanya kesepakatan apabila terjadi perubahan
besaran atau cara pembayaran upah.

e. Bentuk perlindungan hukum atas terjadinya perselisihan hubungan industrial yang
terjadi di masa pandemic covid-19 karena di putus hubungan kerjanya.

Pemutusan hubungan kerja harus dihindari. Harus dilakukan upaya perundingan
secara bipartid antaar pengusaha dan pekerja ataua antara pengusaha dengan serikat
pekerja. Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka harus melalui
penetapan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Pasal 151 UU
13/2003). Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai sekarang
belum jelas keberadaannya. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah bagian dari
Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. PHI adalah pengadilan khusus
yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili
dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial (Pasal 1 angka 17 UU
2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Untuk menghindari terjadinya PHK, dapat dilakukan kesepakatan perubahan
besaran atau cara pembayaran upah. Selain itu, berdasarkan SE-9o7/MEN/PHI-
PPHI/X/2004 Pencegahan PHK masal, dapat pula dilakukan Langkah-langkah
mencegah PHK dengan melakukan pengurangan waktu kerja.

Apabila PHK tidak dapat dihindari apakah dapat mendasarkan pada alas an
perusahaan mengalami kerugian atau melakukan efesiensi?  Tidaklah mudah
menerapkan ketentuan ini. Adanya kerugian yang menyebakan dapat dilakukan PHK
kepada pekerjanya apabila kerugin terjadi selama dua tahun berturut turut dan
dilakukan sesuai analisis akunting public (Pasal 164 ayat 1 UU 13/2003)

Alasan melakukan efisiensi dapat dilakukan apabila perusahaan tutup. Kodisi
pandemic covid-19 belum mencapai masa dua tahun. Sehingga tidak dapat diterapkan
sebagai alasan pembenar pengusaha melakukan PHK karena adanya kerugian. Juga alas
an efisiensi. Keadaan masa pandemic covid-19 ini, tidak mengakibatkan perusahaan
tutup selamanya, tetapi hanya tutup sementara waktu. Nantinya akan beroperasi
melakukan usaha lagi. Sehinggaa alas an efisiensi juga tidak dapat diterapkan oleh



pengusaha untuk memPHK pekerjanya (Pasal 164 ayat 3 UU 13/2003)

3. Model Advokasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hubungan
Industrial
Advokasi adalah pendampingan anjuran pembelaan dalam ketenagakerjaan atau
kasih adalah suatu kegiatan atau rangkaian tindakan yang berupa anjuran
pendampingan pernyataan maupun pembelaan yang dilakukan terhadap pekerja atau
anggota atau organisasi terhadap suatu kondisi atau permasalahan tertentu.[9]

Bentuk advokasi ada dua macam yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah
segala bentuk Advokasi dalam acara persidangan di pengadilan. Litigasi yaitu segala
bentuk Advokasi di luar acara persidangan pengadilan. Tujuan Advokasi memberikan
perlindungan pembelaan hak dan kepentingan serta meningkat kesejahteraan yang
layak bagi pekerja dan keluarganya memberikan bantuan hukum secara langsung ke
selaku kuasa bekerja di lembaga sengketa hubungan industrial mengadakan
Penyuluhan dan pelatihan serta memberikan informasi di bidang hukum mengawasi
pelaksanaan peraturan di bidang ketenagakerjaan dan implementasinya dalam setiap
kebijakan manajemen. Keluhan dan pengaduan anggota serikat pekerja memberikan
saran saran dan pendapat hukum legal opinion terhadap organisasi.

Model advokasi Jalepo adalah model advokasi yang didasarkan pada terjaring
legal personal artinya pendampingan yang dilakukan dengan melibatkan hubungan
baik atau jejaring atau per temanan. Advokasi legal artinya pendampingan bantuan
hukum atau masalah hukum baik di persidangan maupun di luar persidangan. Advokasi
personal adalah bantuan atau pendampingan yang diberikan kepada individu klien
secara perorangan.

4. Kearifan Lokal Sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Hubungan
Industrial
Kearifan lokal (local wisdom)[10] memiliki peran penting dalam menyelesaikan
sengketa hubungan industrial di Indonesia. Namun perlu saya jelaskan terlebih dahulu
mengenai kearifan lokal tersebut yang dapat diartikan sebagai nilai-nilai dalam wujud
gagasan setenpat atau suatu daerah yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai
baik (berupa anjuran dan larangan) yang tertanam, diakui, dan dikuti oleh masyarakat
setenpat. Konsep ini pertama kali diutarakan oleh Quaritch Wales (1948-1949). Jika
pandangan Quaritch Wales ini dikaitkan dengan hukum, maka kearifan lokal itu tadi
akan mendekati konsep tentang hukum yang berlaku atau hidup dalam masyarakat
(living law) meliputi nilai-nilai huku dan asa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Woujudnya bisa berupa hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Pengertian lain dari kearifan lokal adalah gagasan kebaikan yang terinternalisasi
dalam kehidupan masyarakat suatu daerah yang diwujudkan sebagai identitas budaya
yang uni dan memiliki daya tahan dalam berhadapan dengan pengaruh eksternal. Dari
definisi tersebut terlihat bahwa kearifan lokal harus mengandung nilai-nilai moral yang
dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri. Itulah sebabnya kearifan lokal ini bisa
berkesinambungan, dijaga, dan dipelihara dalam perjalanan kehidupan masyarakat
setempat.



Dewasa ini, terlihat jelas adanya tantangan dan hambatan terkait implementasi
sistem hukum positif di Indonesia. Ada kesan yang tertangkap bahwa hukum
menganaktirikan masyarakat miskin dan termarginalkan, termasuk masyarakat hukum
adat. Padahal masyarakat hukum adat memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang di
dalamnya termasuk mekanisme warga dalam penyelesaian perselisihan (konflik).
Misalnya, setelah kemerdekaan, pernah ada peraturan daerah di Propoinsi Kalimantan
Tengah yang memberi tugas kepada damang untuk menyelesaikan segalan perbantahan
di masyarakat dengan jalan daman, serta memelihara, mengembangkan dan menggali
kesenian dan kebudayaan asli serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat
bersejarah warisan nenek moyang. Perda Propinsi Kalimantan Tengah di atas
merupakan contoh bagaimana nilai-nilai kedaerahan diakomodasi ke dalam hukum
positif. Tentunya hal tersebut bisa menjadi ide awal untuk mengelaborasi kearifan lokal
dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Terminologi “kearifan lokal” memang tidak tercantum secara eksplisit dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta tidak mudah mencari nilai-nilai kearifan
lokal dalam kasus sengketa hubungan industrial karena kearifan lokal lebih banyak
bersinggungan dengan hukum keluarga, lingkungan, agraria, dan sangat jarang muncul
pada hukum ketenagakerjaan. Namun demikian, seharusnya hal ini tidak menjadi
halangan untuk memberlakukan konsep kearifan lokal sebagai solusi atau langkah
upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial. Oleh karenanya sangat disarankan
kepada para mediator dan hakim dapat menggali nilai-nilai kearifan lokal yang hidup
dalam masyarakat dan menerapkannya dalam akta perdamaian atau putusan-putusan
hakim sehingga menjadi referensi bagi para pengkaji hukum di Indonesia.

Penggunaan prinsip kearifan lokal dalam upaya menyelesaiakan dan mencegah
terjadinya sengketa hubungan industrial. Kearifan lokal dapat mendasarkan pada
kaidah hukum maupun kaidah sosial juga kaldah agama. Apabila kaedah sosial kaidah
agama, diikuti atau dilaksanakan oleh masyarakat dan apabila pula jika dilakukan
pelanggaran atas kaidah tersebut menimbulkan perasaan yang tidak enak maka itu
sudah menunjukkan adanya moral positif dari kaidah tersebut. Sifat moral positif dari
suatu kaedah, dapat dengan mudah menjadi sumber peraturan perundang undangan
yang berlaku.[11]

Model Advokasi Dalam Sengketa Hubungan Industrial Yang Bijak

Advokasi adalah tindakan untuk membantu seseorang yang sedang bermasalah
di bidang hukum. Advokasi dalam upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial
dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu advokasi di bidang litigasi dan non litigasi.

Pendampingan yang dapat dilakukan dalam Advokasi litigasi ke Pengadilan
Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha negara atau ke
Mahkamah Konsitusi. Pendampingan ini dapat dilakukan pada tingkat peradilan
pertama, tingkat peradilan banding, tingkat peradilan kasasi atau tingkat peninjauan
Kembali.

Pendampingan di tiga tingkat peradilan, ditentukan berdasarkan alurnya terbagi
atas empat bidang yaitu alur litigasi hubungan industrial, alur litigasi perdata, alur
litigasi pidana dan alur litigasi tata usaha negara. Alur litigasi hubungan industrial



dimulai dari tingkat bipartitid, mediasi, membuat gugatan, mendampingi di bidang di
persidangan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. Alur litigasi perdata
dimulai dari membuat gugatan melakukan mediasi persidangan melakukan media
banding kak banding Kasasi peninjauan Kembali sampai dengan eksekusi alur litigasi
pidana dimulai dari penyelidikan atau penyidikan kepolisian penuntutan kejaksaan
persidangan pengadilan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Alur litigasi tata
Usaha negara dimulai dari dibuatnya gugatan, dilakukan rapat permusyawaratan, rapat
persiapan, persidangan, bidang, persidangan kasasi dan peninjauan kembali

Penekanan advokasi litigasi ditentukan pada kekuatan alat bukti. Ada tiga jenis
alat bukti yaitu alat bukti perdata, alat bukti pidana, alat bukti tata Usaha negara.
Ketiganya berbeda dalam urutan tingkat kekuatan pembuktiannya. Alat bukti perdata
yang utama adalah akta, disusul saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti
pidana yang terkuat adalah keterangan saksi disusul keterangan ahli, surat, petunjuk
dan keterangan terdakwa. Alat bukti tata usaha negara yang terkuat adalah surat atau

tulisan disusul keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan keyakinan
hakim.[12]

Advokasi non litigasi berdasarkan bentuknya terbagi atas penyuluhan hukum,
konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi,
pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan drafting hukum.
Sumber advokasi non litigasi berasal dari kearifan lokal yang utama adalah kaidah
agama dan kaidah sosial dengan menerapkan prinsip kearifan lokal, akan terbentuk
budaya hukum

Strategi Advokasi yang pertama adalah melakukan telaah kasus atau kronologis
perkara atau kronologi peristiwa yang berdasarkan analisis 5 W+ 1H. Strategi
pembuktian harus didukung dengan kuatnya data kerugian, adanya sumber hukum,
telaah yurisprudensi, adanya pendapat atau analisa hukum, kuatnya teori kasus untuk
membuat rancangan gugatan atau pledoi dan dukungan mitigasi. Dukungan mitigasi
dapat berupa kampanye publik, monitoring peradilan, amicus curiae, mobilisasi tokoh,
eksaminasi putusan. Langkah hukum non litigasi, tidak lupa pula dilakukan jejaring
legal personal yang didukung tindak lanjut structural

Jadi sumber yang digunakan dalam advokasi litigasi dan non litigasi akan
menjadi sumber adanya amicus curiae atau advokasi non litigasi akan menumbuhkan
budaya hukum dan menjadi akar dari hubungan industrial yang baik. Strategi jejaring
legal personal yang ditambah struktural akan menghasilkan regulasi hubungan
industrial yang bijak. Gambar model dapat dilihat di bawah ini:
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Deskripsi
MODEL ADVOKASI DALAM SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BIJAK

Advokasi adalah tindakan untuk membantu seseorang yang sedang bermasalah di
bidang hukum. Advokasi dalam upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat
dibedakan dalam dua bentuk yaitu advokasi di bidang litigasi dan non litigasi.

Pendampingan yang dapat dilakukan dalam Advokasi litigasi ke Pengadilan
Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha negara atau ke
Mahkamah Konsitusi. Pendampingan ini dapat dilakukan pada tingkat peradilan pertama,
tingkat peradilan banding, tingkat peradilan kasasi atau tingkat peninjauan Kembali.

Pendampingan di tiga tingkat peradilan, ditentukan berdasarkan alurnya terbagi
atas empat bidang yaitu alur litigasi hubungan industrial, alur litigasi perdata, alur litigasi
pidana dan alur litigasi tata usaha negara. Alur litigasi hubungan industrial dimulai dari
tingkat bipartite, mediasi, membuat gugatan, mendampingi di bidang di persidangan
banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. Alur litigasi perdata dimulai dari
membuat gugatan melakukan mediasi persidangan melakukan media banding kak banding
Kasasi peninjauan Kembali sampai dengan eksekusi alur litigasi pidana dimulai dari
penyelidikan atau penyidikan kepolisian penuntutan kejaksaan persidangan pengadilan
banding, kasasi dan peninjauan kembali. Alur litigasi tata Usaha negara dimulai dari
dibuatnya gugatan, dilakukan rapat permusyawaratan, rapat persiapan, persidangan,
bidang, persidangan kasasi dan peninjauan kembali

Penekanan advokasi litigasi ditentukan pada kekuatan alat bukti. Ada tiga jenis alat
bukti yaitu alat bukti perdata, alat bukti pidana, alat bukti tata Usaha negara. Ketiganya
berbeda dalam urutan tingkat kekuatan pembuktiannya. Alat bukti perdata yang utama
adalah akta, disusul saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti pidana yang
terkuat adalah keterangan saksi disusul keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan
terdakwa. Alat bukti tata usaha negara yang terkuat adalah surat atau tulisan disusul
keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan keyakinan hakim.

Advokasi non litigasi berdasarkan bentuknya terbagi atas penyuluhan hukum,
konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi,
pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan drafting hukum.
Sumber advokasi non litigasi berasal dari kearifan lokal yang utama adalah kaidah agama
dan kaidah sosial dengan menerapkan prinsip kearifan lokal, akan terbentuk budaya
hukum

Strategi Advokasi yang pertama adalah melakukan telaah kasus atau kronologis
perkara atau kronologi peristiwa yang berdasarkan analisis 5 W+ 1H. Strategi pembuktian
harus didukung dengan kuatnya data kerugian, adanya sumber hukum, telaah
yurisprudensi, adanya pendapat atau analisa hukum, kuatnya teori kasus untuk membuat
rancangan gugatan atau pledoi dan dukungan mitigasi. Dukungan mitigasi dapat berupa
kampanye publik, monitoring peradilan, amicus curiae, mobilisasi tokoh, eksaminasi
putusan. Langkah hukum non litigasi, tidak lupa pula dilakukan jejaring legal personal
yang didukung tindak lanjut structural



Jadi sumber yang digunakan dalam advokasi litigasi dan non litigasi akan menjadi
sumber adanya amicus curiae atau advokasi non litigasi akan menumbuhkan budaya
hukum dan menjadi akar dari hubungan industrial yang baik. Strategi jejaring legal
personal yang ditambah struktural akan menghasilkan regulasi hubungan industrial yang
bijak.
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